
BUPATI LUWU UTARA 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 43 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

1 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113  Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun 
;2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

13. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1359). 
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
199 /PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan 
Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
226/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Rincian Dana 
Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1971); 

17.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 334); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
nomor342); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 343); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

B AB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PEDOMAN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 

2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 



3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. 

7. 

Pemerintah Desa adalah 
perangkat desa sebagai 
pemerintahan desa. 

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanyadan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

kepala desa dibantu 
unsur penyelenggaraan 

8. Badan Pennusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan desa. 

1 1 .  Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, yang 
selajutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen 
perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjtnya 
disebut RKP Desa, adalah dokumen perancanaan 
Desa periode 1 (satu) tahun. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
Pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

15. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah pokok­ 
pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi 
pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan 
dan penetapan serta Peranggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa. 

16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 
setelah dikurangi Dana Alokasi Kbusus. 

17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan Belanja daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

18. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
adalah Kepala Desa adalah unsur sebutan nama lain 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan desa. 

19. Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang 
selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa 
yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari 
koordinator PTPKD, pelaksanan kegiatan dan 
bendahara desa. 

20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator 
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 

21 .  Kepala Seksi adalah unsur dari Pelaksana Teknis 
Kegiatan dengan bidangnya. 

22. Bendahara desa adalah unsur Staf sekretariat desa 
yang membidangi urusan administrasi keuangan 
untuk menatausahakan keuangan desa. 

23. Rekening Kas Desa adalah Rekening Tempat 
menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung 
seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang 
ditetapkan. 

24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari 
pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui 
rekening Kas Desa. 

25. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari 
APBDesa melalui rekening kas Desa. 

26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
pendapatan desa dengan belanja desa 

27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pendapatan desa dengan belanja desa. 



28. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disngkat SILPA adalah selish lebih Realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

29. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang­ 
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakatai bersama Badan 
permusyawaratan Desa. 

30. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang­ 
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. 

31. Aset Desa dalah barang milik desa yang berasal dari 
kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

BAB II 

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pasal 2 

Keuangan desa dikelolah berdasarkan asas-asas : 

a. tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan tugas dan 
kewenangannya; 

b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang 
telah ditetapkan dalam peraturan perundang­ 
undangan; 

c. transparan, untuk memudahkan masyarakat 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas­ 
luasnya tentang APBDesa; 

d. partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur 
masyarakat; 

e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; 

f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 
peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa 
lainnya; 

g. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan; dan 

h. tertib dan displin anggaran adalah bahwa pendapatan 
yang direncanakan harus dapat terukur secara 
rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan, sedangkan belanja dan didukung dengan 
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam 
jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 
melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak 
tersedia anggarannya. 



Pasal 3 

Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 
yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember. 

BAB III 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pasal 4 

(1) Kepala Desa adalah pemegang pengelolaan keuangan 
desa dan mewakili pemerintah Desa dalam 
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan 
APBDesa melalui penetapan Peraturan Kepala 
Desa; 

b. menetapkan PTPKD; 

c. menetapkan petugas yang melakukan 
pemungutan penerimaan desa; dan 

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBDesa. 

(3) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan 
keuangan desa dibantu oleh PTPKD. 

Pasal 5 

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf b terdiri : 

a. Sekretaris Desa; 

b. Kepala Seksi/atau Kepala Urusan; dan 

c. bendahara desa. 

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

Pasal 6 

(1) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD. 
(2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan 
pengelolaan APBDesa; 

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa, Perubahan APBDesa dan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; 

kebijakan 



c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 
dan 

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 7 

(1) Kepala seksi dan/atau Kepala Urusan bertindak 
sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. 

(2) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang 
menjadi tanggungjawabnya; 

b. melaksanakan kegiatan desa yang telah 
ditetapkan dalam ABDesa; 

c. melakukan tindak pengeluaran yang 
menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan 

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 
kepala desa; dan 

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban 
pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 8 

( 1) Bendahara desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 
5 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan 
keuangan. 

(2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan APBDesa. 

BAB IV 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 9 

( 1) APBDesa terdiri atas : 

a. Pendapatan Desa; 

b. Belanja Desa; dan 

c. Pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan 
danjenis. 
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(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan 
danjenis. 

(4) Pembiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c diklasifikasi menurut kelompok dan jenis. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan Desa 

Pasal 10 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf a, meliputi semua peneriman uang 
melalui rekening desa yang merupakan hak desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas kelompok: 

a. Pendapatan Asli Desa; 

b. Transfer; dan 

c. Pendapatan lain-lain. 

(3) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : 

a. basil usaha; 

b. basil aset desa; 

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 

d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 

(4) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a antara lain hasil badan usaha milik desa 
dan tanah kas desa. 

(5) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, 
tempat permandian umum, jaringan irigasi. 

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana 
pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan 
kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta 
masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai 
dengan uang. 

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain pungutan 
desa, pendapatan bunga atas rekening kas desa. 



Pasal 1 1  

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis : 

a. dana desa; 

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
dari pemerintah kabupaten; 

c. alokasi dana desa; 

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapaatan dan 
Belanja Daerah Provinsi; dan 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Pemerintah Daerah. 

Pasal 12 

(1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11  huruf a dilakukan secara bertahap dengan 
ketentuan: 

a. tahap I sebesar 20%, disalurkan paling Cepat 
bulan januari dan paling lambat minggu ketiga 
bulanjuni; 

b. tahap II sebesar 40o/o, disalurkan paling Cepat 
bulan Meret dan paling lambat minggu keempat 
bulanjuni; 

c. tahap III sebesar 40%, disalurkan paling Cepat 
bulan Juli. 

(2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b mengalokasikan paling sedikit 
10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan 
retribusi daerah. 

(3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana 
Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan 
yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan 
dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi 
khusus. 

Pasal 13 

(1) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan 
huruf e dapat bersipat umum dan khusus. 

(2) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikelolah dalam APBDesa 
tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan 
paing sedikit 70% (tujuh Puluh Perseratus) dan paling, 
banyak 30°/o (tiga puluh perseratus). 



Pasal 14 

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis : 

a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 
mengikat; dan 

b. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Pasal 15 

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 
mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak 
ketiga. 

(2) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, antara lain 
pendapatan sebagai basil kerjasama pihak ketiga dan 
bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

Bagian Kedua 
Belanja Desa 

Pasal 16 

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari 
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 
1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh desa. 

) 

' 
(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud 

dipergunakan dalam rangka 
penyelenggaraan kewenangan desa. 

Pasal 17 

pada ayat (1) 
mendanai 

(1) Belanja Desa ditetapkan dalam APBDesa digunakan 
dengan ketentuan : 

a. paling sedikit 70% (� 70°/o) dari jumlah anggaran 
belanja desa digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
dan pemberdayaan masyarakat desa; 

b. paling banyak 30o/o (� 30%) dari jumlah belanja 
desa digunakan : 

1.  penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa 
dan perangkat desa; 

2. operasional pemerintah desa 

3. tunjangan dan operasional 
Permusyawaratan Desa; dan 

Bad an 



g. penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan dan aset desa; 

h. pelatihan kepala desa, perangkat desa dan BPD; 

i. penyelenggaraan musyawarah desa; 

j. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 

k. kerjasama antar desa; 

1. pembangunan saranan dan prasarana kantor 
desa; 

m. pembangunan saranan dan prasarana kantor 
BPD; 

n. belanja persertifikat tanah; 

o. pengadaan buku administrasi desa; dan 

p. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa berdasarkan 
kewenangan desa yang diputuskan dalam 
musyawarah desa. 

(2) Kelompok pelaksanaan pembangunan desa 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (2) huruf 
b, antara lain : 

a. pengadaan pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana desa : 

1 .  pengadaan, pembangunan, pengembangan, 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
lingkungan permukiman, antara lain : 

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah 
sehat untuk fakir miskin; 

b) penerangan lingkungan permukiman; 

c) pedestrian; 

d) drainase; 

e) selokan; 

f) tempat pembuangan sampah; 

g) gerobak sarnpah; 

h) kendaraan pegangkut sampah; 

i) mesin pengelolah sarnpah; dan 

j) sarana dan prasarana lingkungan 
permukiman lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan d.iputuskan dalarn 
musyawarah desa; 

2. pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
transportasi, antara lain : 

a) tarnbatan perahu; 

b) jalan permukiman; 

c) jalan poros desa; 

d) jalan desa antara permukiman ke wilayah 
pertanian; 

e) jalan desa antara permukiman ke lokasi 
wisata; 



4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga 
yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan 
untuk operasional Rukun Tetangga dan 
Rukun Warga; 

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pajak 
Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah. 

(2) Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok: 

a. penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. pelaksanaan pembangunan desa; 

c. pembinaan kemasyarakatan desa; 

d. pemberdayaan masyarakat desa; dan 

e. belanja tak terduga. 

(3) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan 
desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. 

(4) Kelompok Belanja sebagaimana dimasud pada ayat 
(2) dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 

(5) Kelompok Belanja sebagaimana dimasud pada ayat 
(2) huruf b dan d dapat dibiayai oleh Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

(6) Prioritas Program dan Kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) antara lain bidang kegiatan 
produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM 
Desa atau BUM Desa Bersama, embung dan sarana 
olah raga desa sesuai dengan kewenangan desa. 

(7) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) wajib dipublikasikan oleh 
pemerintah desa kepada masyarakat desa diruang 
publik yang dapat diakses masyarakat desa. 

Pasal 18 

(1) Kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf 
a, meliputi: 

a. penghasilan tetap dan tunjangan; 

b. iuran kesehatan; 

c. iuran ketenagakerjaan; 

d. operasional perkantoran; 

e. operasional BPD; 

t. insentifRT/RW; 



gorong-gorong; 

terminal desa; dan 

f) jembatan desa; 

g) 

h) 

i) sarana prasarana transportasi lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

3. pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
energi, antara lain : 

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 

b) pembangkit Iistrik tenaga diesel; 

c) pembangkit listrik tenaga matahari; 

d) instalasi biogas; 

e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 

f) sarana dan prasarana energi lainnya yang 
sesuai degan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana informasi 
dan komunikasi antara lain : 

a) jaringan internet untuk warga desa; 

b) website desa; 

c) peralatan pengeras suara (lounspeaker); 

d) telepon umum; 

e) radio single side band (SSB); dan 

f) sarana dan prasarana komunikasi lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap 
pelayanan sosial dasar : 

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan saran a prasarana 
kesehatan antara lain : 

a) air bersih berskala desa; 

b) sanitasi lingkungan; 

c) jambanisasi; 

d) mandi, cuci, kakus; 

e) alat bantu penyandang disabilitas; 

f) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 

g) posyandu; dan 

h) sarana dan prasarana kesehatan lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

2. pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan antara lain : 

a) taman bacaan masyarakat; 
\\ 



b) bangunan pendidikan Anak usia dini; 

c) buku dan peralatan belajar pendidikan 
anak usia dini lainnya; 

di pendidikan 

bangunan perpustakaan desa; 

buku/bahan bacaan; 

balai pelatihan/kegiatan 
masyarakat; 

d) wahana permainan anak 
anak usia dini; 

e) taman belajar keagamaan; 

f) 

g) 

h) belajar 

sanggar seni; 

film dokurnenter; 

i) 

j) 

k) peralatan kesenian; dan 

IJ sarana dan prasarana pendidikan dan 
kebudayaan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa; 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana usaha 
ekonomi desa : 

1. pengadaan, pernbangunan, pengernbangan 
dan perneliharaan sarana dan prasarana 
produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian berskala 
produktif yang difokuskan kepada 
pernbentukan dan penggembangan produk 
unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain : 

a) bendungan berskala kecil; 

bJ pembangunan atau perbaikan ernbung; 

c) irigasi desa; 

d) percetakan lahan pertanian; 

e) kolam ikan; 

f) kapal penangkap ikan; 

g) ternpat pendaratan kapal penangkap ikan; 

h) tambak garam; 

i) kandang ternak; 

j) mesin pakan ternak; 

k) gudang penyimpanan sarana produksi 
pertanian (saprotan); dan 

I) sarana dan prasarana prodduksi pertanian 
lainnya sesuai dengan kewenangan desa 
dan diputuskan dalam musyawarah desa; 

2. pengadaan, pembangunan, pernanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana desa 
pengolahan basil pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 



a) pengeringan hasil pertanian seperti : lantai 
jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, 
rumput laut dan tempat penjemuran ikan; 

b) lumbung desa; 

c) gudang pendingin (cold storange); dan 

d) sarana dan prasarana pengolahan basil 
pertanian lainnya yang lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan 
dalam musyawarah desa. 

3. pengadaan, pengembangan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan 
industri kecil yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

a) mesin jahit; 

b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 

c) mesin bubut untuk meubelair; 

d) sarana prasarana desa jasa dan industri 
kecil lainnya yang · sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa; 

4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan saran a dan prasarana 
pemasaran yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan untuk 
unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaa, antara l ain :  

a) pasar desa; 

b) pasar sayur; 

c) pasar hewan; 

d) tempat pelelangan ikan; 

e) toko online; 

Q gudangbarang;dan 

g) sarana dan prasana pemasaran lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

5. pengadaan, pembangunan, pemenfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana desa 
wisata, antara l ain :  

a) pondok wisata 

b) panggung hiburan 

c) kios cendramata 

d) kios warung makan 

e) wahana permainan anak 

Q wahana permainan outbound 

g) taman rekreasi 

h) tempat penjualan tiket 

i) rumah penginapan 

j) angkutan wisata; dan 
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k) sarana dan prasarana desa wisata lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi 
Tepat Guna (TIG) untuk kernajuan ekonomi 
yang d.ifokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaa, 
antara lain : 
a) penggilingan padi; 
b) peraut kelapa; 
c) penepung biji-bijian; 
d) pencacah pakan ternak; 
e) sangrai kppi; 

f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
g) pompa air; 

h) traktor mini; 
i) pengolah rumput laut; dan 
j) sarana dan prasarana 'lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan 
dalam musyawarah desa; 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana untuk 
pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1. pembuatan terasering; 
2. kolam untuk mata air; 
3. plesengan sungai; 

4. pencegahan abrasi pantai; dan 
s. sarana dan prasarana untuk pelestarian 

lingkungan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa; · 

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana untuk 
penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian 
luar biasa lainnya yang meliputi: 
1 .  pembangunan jalan evakuasi dalam bencana 

gunung berapi; 
2. pembangunan gedung pengungsian; 

3. pembersihan lingkungan perumahan yang 
terkena bencana alam; 

4. rehabilitasi dan rekonstruksi Iingkungan 
perumahan yang terkena bencana alam; dan 

5. sarana dan prasarana untuk penanggulangan 
bencana yang lainnya sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa. 



(3) Kelompok pembinaan kemasyarakatan desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf 
c, antara lain: 

a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 

b. pembinaan kerukunan antara umat beragama; 

c. pembinaan lembaga adat; 

dan d. pembinaan kesenian 
masyarakat; 

e. pembinaan lembaga kepemudaan; 

f. pembinaan PKK; dan 

sosial budaya 

anak, 

dan 

dan/atau 

f) 

g. kegiatan lain sesuai kondisi desa. 
(4) Kelompok pemberdayaan masyarakat desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf 
d, antara lain : 

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap 
pelayanan sosial dasar; 

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 
masyarakat, antara lain : 

a) penyediaan air bersih; 

b) pelayanan kesehatan lingkungan; 

c) kampanye dan promosi hidup sehat guna 
mencegah penyakit seperti penyakit 
menular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, 
tuberkolosis, hipertensi diabetes mellitus 
dan gangguan jiwa; 

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan 
masyarakat; 

e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan 
makanan sehat untuk peningkatan gizi 
bagi balita clan anak sekolah; 

kampe dan promosi hak-hak 
keterampilan pengasuh anak 
perlindungan anak; 

g) pengelolaan balai pengobata desa dan 
persalinan; 

h) perawatan kesehatan 
pendampingan untuk ibu hamil; 

i) pengobatan untuk lansia; 

j) keluarga berencana; 

k) pengelolaan kegiatan rehabilitas bagi 
penyandang disabilitas; 

I) pelatihan kader kesehatan masyarakat; 

m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan 
pengasuhan anak dan perlindungan anak; 

n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 

o) pelatihan kader desa untuk pangan yang 
sehat dan aman; dan 

p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan 
masyarakat desa lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan 
dalam musyawarah desa; 

' ) 
'-- 



2. pengeiolaan kegiatan pelayanan pendidikan 
dan kebudayaan antara Iain : 

a) bantuan insentif guru paud; 

b) bantuan insentif guru taman belajar 
keagamaan; 

c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 

d) penyelenggaraan kursus seni budaya; 

e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 

f) 

g) 

pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 

kegiatan pengelolaan pendidikan dan 
kebudayaan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa; 

b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan 
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya 
lokal yang tersedia : 

1. pengeiolaan lingkungan perumahan desa, 
antara Iain : 

a) pengeiolaan sampah berskala rumah 
tangga; 

b) pengeiolaan sarana pengoiahan air limbah; 
dan 

pemukiman 
kewenangan 
musyawarah 

c) pengelolaan lingkungan 
lainnya yag sesuai dengan 
desa dan diputuskan dalam 
desa; 

2. pengelolaan transportasi desa: 

a) pengelolaan transportasi desa; 

b) pengelolaan tambatan perahu; dan 

c) penge!oiaan transportasi Jainnya 
sesuai dengan kewenangan desa 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

yang 
dan 

3. pengembangan energi terbarukan, antara Jain: 

a) pengelolaan limbah peternakan untuk 
energi biogas; 

b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi 

biodiesel; 
d) pengolahan pembangkit listrik tenaga 

angin; dan 
e) pengembangan energi terbarukan lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

4. pengolahan informasi dan komunikasi, antara 
lain: 

.  a) sistem informasi desa 

b) koran desa 

c) website desa 

d) radio komunitas; dan 

e) pengelolaan informasi dan komunikasi 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
desa dan diputuskan dalam musyawarah 
desa; 



inseminasi buatan; 

pengadaan pakan tenak; dan 

pengolahan usaha hutan sosial; 

pengadaan bibit/induk ternak; 

sarana dan prasarana produksi pertanian 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
desa dan diputuskan dalam musyawarah 
desa; 

2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian 
untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian 
yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan 
atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain : 

a) tepung tapioca; 

b) kerupuk; 

c) keripikjamur; 

d) keripikjagung; 

c. pengolahan usaha ekonomi produktif serta 
pengelolaan sarana dan prasarana ekoriomi : 

1 .  pengolahan produksi usaha pertanian untuk 
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang 
difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan 
perdesan, antara lain: 

a) pembibitan tanaman pangan; 

b) pembibitan tanaman keras; 

c) pengadaan pupuk; 

d) pembenihan ikan air tawar; 

e) Pengelolaan usaha hutan desa; 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

susu sapi; 

abon sapi; 

abon ikan; 

e) ikan asin; 

f) 

g) 

h) 

coklat; 

karet; 

kerupuk rumput laut; dan 

i) kopi; 

j) 

k) 

1) 

m) pengolahan hasil pertanian lainnya sesuai 
dengan kewenangan desa yang diputuskan 
dalam musyawarah desa; 

�· pengolahan usahajasa dan industri kecil yang 
difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain : 

a) meubelair kayu dan rotan; 

b) alat-alat rumah tangga; 

c) pakaian jadi/konveksi 

d) kerajinan tangan; 

e) kain tenun; 
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f) kain batik; 

g) bengkel kendaraan bermotor; 

h) pedagang dipasar; 

i) pedagang pengepul; dan 

j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

4. pendirian dan pengembangan BUM Desa 
dan/atau BUM Desa bersama, antara l ain :  

a) pendirian BUM desa dan atau BUM Desa 
bersama; 

b) penyertaan modal Bum Desa dan/ atau 
BUM Desa Bersama; 

c) penguatan permodalan BUM Desa 
dan/atau Desa bersama; dan 

d) kegiatan pengembangan Bum Desa dan 
atau Bum Desa bersama lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan desa 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

5. pengembangan usaha Bum Desa dan atau 
Bum Desa bersama yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

a) pengelolaan hutan desa; 

b) pengelolaan hutan adat; 

c) industri air minum; 

d) industri pariwisata; 

e) industri pengolahan ikan; dan 

f) produk unggulan lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan desa diputuskan 
dalam musyawarah desa; 

6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau 
BumDesa bersama yang difokuskan pada 
pengembangan usaha layanan jasa, antara 
l ain :  

a) pembangunan dan penyewaan sarana dan 
prasarana olah raga; 

b) pengadaan dan penyewaan alat 
transportasi; 

c) pengadaan dan penyewaan peralatan 
pesta; dan 

d) pengadaan atau pembangunan sarana dan 
prasarana lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa; 

7. pembentukan dan pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi yang 
difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa 
dan/ a tau produk unggulan kawasan 
perdesaan antara lain : 
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a) hutan kemasyarakatan; 

b) hutan tanaman rakyat; 

c) kemitraan kehutanan; 

d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 

e) bantuan sarana produksi, distribusi dan 
pemasaran untuk usaha ekonomi 
masyarakat; dan 

f) bantuan sarana dan prasarana produksi 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
desa dan diputuskan dalam musyawarah 
desa; 

8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi 
Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi 
yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain : 

a) sosialisasi TTG; 

b) Pos Pelayanan Teknologi Desa 
(Posyantekdes) dan/ atau an tar desa; 

c) percontohan TTG untuk produksi 
pertanian, pengembangan sumber energi 
perdesaan, pengembangan sarana 
transportasi dan komunikasi serta 
pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
desa dan diputuskan dalam musyawarah 
desa; 

9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha 
BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaa, 
antara lain : 

a) penyediaan informasi harga/pasar; 

b) pemeran hasil usaha BUM Desa, usaha 
ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 

c) kerjasama perdagangan antar desa; 

d) kerjasama perdanganan dengan pihak 
ketiga;dan 

e) pengelolaan pemasaran lainnya 
sesuai dengan kewenangan desa 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam 
menghadapi bencana serta kejadian luar biasa 
lainnya yang meliputi: 

1 .  penyediaan layanan informasi tentang 
bencana alam; 

2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana alam; 

yang 
yang 
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3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk 
penanganan bencana alam; dan 

4. penguatan kesiapsiagaan masayarakat yang 
lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

e. pelestarian lingkungan hidup: 

1 .  pembibitan pohon langka; 

2. reboisasi; 

3. rehabilitasi lahan gambut; 

4. pembersihan daerah aliran sungai; 

5. pemeliharaan hutan bakau; 

6. perlindungan terumbu karang; dan 

7. kegitan lainnya yang sesuai dengan 
desa dengan kewenangan desa 
diputuskan dalam musyawarah desa; 

f. pemberdayaan masyarakat desa untuk 
memperkuat tata kelolah desa yang demogratis 
dan berkeadilan sosial: 

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan dan pmbangunan desa yang yang 
dilaksanakan secara swakelola oleh desa, 
antara lain: 

a) pengembangan sistem informasi desa; 

b) pengembangan pusat kemasyarakatan 
desa dan/ atau balai rakyat; 

c) insentif kader pemberdayaan masyarakat 
dan kader teknis desa; dan 

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa yang diputuskan dalam 
musyawarah desa; 

2. mengembangkan program dan kegiatan 
pembangunan desa secara berkelanjutan 
dengan mendayagunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam yang ada di 
desa antara lain : 

a) penyusunan arah pengembangan desa; 

b) penyusunan rancanga program/kegiatan 
pembangunan desa yang berkelanjutan; 
dan 

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah; 

3. menyusun perencanaan pembangunan desa 
sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai 
kearifan lokal, antara l ain :  

a) pendataan potensi desa dan aset desa; 

b) penyusunan Profil Desa/Data desa; 

c) penyusunan peta aset desa; dan 

kondisi 
yang 
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d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan 
desa yang diputuskan dalam musyawarah 
desa; 

4. menyusun perencanaan dan penganggaran 
yang berpihak kepada kepentingan warga 
miskin, warga disabilitas, perempuan, anak 
dan kelompok marginal, antara lain : 

a) sosialisasi penggunaan dana desa; 

b) penyelenggaraan musyawarah kelompok 
warga miskin, warga disabilitas, 
perempuan, anak dan kelompok marginal; 

c) penyusunan usulan kelompok warga 
miskin, warga disabilitas, perempuan, 
anak dan kelompok marginal; dan 

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa yang diputuskan dalam 
musyawarah desa; 

5. mengembangkan sistem transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
desa, antara lain : 

a) pengembangan sistem administrasi 
keuangan dan aset desa berbasis data 
digital; 

b) pengembangan laporan keuangan dan aset 
desa yang terbuka untuk publik; 

c) pengembangan sistem informasi desa; dan 

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa yang diputuskan dalam 
musyawarah desa; 

6. mendorong partisipasi masyarakat dalam 
penyusunan kebijakan desa yang dilakukan 
melalui musyawarah desa, antara lain : 

a) penyebarluasan informasi kepada 
masyarakat desa perihal stategis yang 
akan dibahas dalam musyawarah desa; 

b) penyelenggaraan musyawarah desa; dan 

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa yang diputuskan dalam 
musyawarah desa; 

7. melakukan pendampingan masyarakat desa 
melalui pembentukan dan pelatihan kader 

.-· pemberdayaan masyarakat desa yang 
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diselenggarakan di desa; 

8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan 
kapasitas sumber daya manusia masyarakat 
desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi 
Desa yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pembangunan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara lain : 



a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, 
perkebunan, industri kecil dan 
perdagangan; 

b) pelatihan teknologi tepat guna; 

c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi 
masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan 

d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya 
untuk mendukung pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan kawasan 
perdesaanyang sesuai kewenangan desa 
dan diputuskan dalam musyawarah desa; 

9. melakukan pengawasan dan pemantauan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pembangunan desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain ; 

a) pemantauan berbasis komunitas; 

b) audit berbasis komunitas; 

c) pengembangan unit pengaduan di desa; 

d) pengembangan bantuan hokum dan 
paralegal desa untuk penyelesaian 
masalah secara mandiri oleh desa; 

e) pengembangan kapasitas paralegal desa; 

f) penyelenggaraan musyawarah desa untuk 
pertanggungjawaban dan serah terima 
hasil pembangunan desa; dan 

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa yang diputuskan dalam 
musyawrah desa. 

(5) Kelompok belanja tak terduga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan belanja 
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
diharapkan berulang, seperti penangulangan bencana 
alam, bencana sosial, kerusakana sarana dan 
prasarana yang tidak diperkirakan sebelumnya diluar 
kendali dan pengaruh pemerintah desa yang tidak 
tertampung dan belum tersedia anggarannya. 

(6) Penggunaan anggaran belanja tak terduga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bencana 
alam atau bencana sosial dilengkapi berita acara 
kejadian yang diketahui dan disetujui oleh kepala 
desa dan BPD yang dilengkapi dokumentasi 
disampaikan kepada camat untuk selanjutnya 
ddibuatkan rekomendasi persetujuan bupati. 

(7) Atas dasar rekomendasi persetujuan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), aparat desa 
yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
kegiatan mengajukan usulan kebutuhan. 
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a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, 
perkebunan, industri kecil dan 
perdagangan; 

b) pelatihan teknologi tepat guna; 

c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi 
masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan 

d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya 
untuk mendukung pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan kawasan 
perdesaanyang sesuai kewenangan desa 
dan diputuskan dalam musyawarah desa; 

9. melakukan pengawasan dan pemantauan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pembangunan desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain : 

a) pemantauan berbasis komunitas; 

b) audit berbasis komunitas; 

c) pengembangan unit pengaduan di desa; 

d) pengembangan bantuan hokum dan 
paralegal desa untuk penyelesaian 
masalah secara mandiri oleh desa; 

e) pengembangan kapasitas paralegal desa; 

f) penyelenggaraan musyawarah desa untuk 
pertanggungjawaban dan serah terima 
basil pembangunan desa; dan 

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa yang diputuskan dalam 
musyawrah desa. 

(5) Kelompok belanja tak terduga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan belanja 
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
diharapkan berulang, seperti penangulangan bencana 
alam, bencana sosial, kerusakana sarana dan 
prasarana yang tidak diperkirakan sebelumnya diluar 
kendali dan pengaruh pemerintah desa yang tidak 
tertampung dan belum tersedia anggarannya. 

(6) 

(7) 

Penggunaan anggaran belanja tak terduga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bencana 
alam atau bencana sosial dilengkapi berita acara 
kejadian yang diketahui dan disetujui oleh kepala 
desa dan BPD yang dilengkapi dokumentasi 
disampaikan kepada camat untuk selanjutnya 
ddibuatkan rekomendasi persetujuan bupati. 

Atas dasar rekomendasi persetujuan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), aparat desa 
yang: akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
kegiatan mengajukan usulan kebutuhan. 

�� 
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Pasal 19 

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(3) terdiri atas belanja : 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; dan 

c. Belanja Modal. 

(2) Jenis Belanja Pegawai sebagairoana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran 
Pengasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa 
dan Perangkat Desa, Tunjangan Operasional Bagi 
Pejabat Kepala Desa yang Berstatus ASN, Tunjangan 
BPD, Iuran Asuransi Kesehatan dan Iuran Asuransi 
Ketenagakerjaan. 

(3) Belanja Pegawai sebagairoana diroaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam keloropok penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 

Pasal 20 

(1) Belanja barang dan jasa sebagairoana diroaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b digunakan untuk 
pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana diroaksud pada 
ayat (1) antara lain: 

alat tulis kantor; 

benda pas; 

bahan/ material; 

cetak/penggandaan; 

pemeliharaan; 

sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 

makan dan minum rapat; 

pakaian dinas dan atributnya; 

perjalanan dinas; 

j. honorarium narasumber/tenaga ahli; 

k. honorarium; 

1. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 

m. pemberian barang pada masyarakat/kelompok 
masyarakat. 

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagairoana 
diroaksud pada ayat (2) huruf l adalah bantuan uang 
untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun 
warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas 
pelayanan pemerintahan, perencanaan 
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta 
pemberdayaan masayarakat. 

a. 

b. 

r-- c. 
I 

c: d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 



(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok 
masyarakat dimaksud pada ayat (2) huruf m 
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 21 

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1)  huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan Desa 

Pasal 22 

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan 
yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran 
yang akan diterima kembali baik pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana diroaksud pada ayat 
(1) terdiri atas kelompok: 

a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 23 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, mencakup : 

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 
sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan ; dan 

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
antara lain pelampauan penerimaan pendapatan 
terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana 
kegiatan lanjutan. 

(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan untuk : 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi 
pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; 

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan 
akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 



(4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b digunakan untuk 
menganggarkan pencairan dana cadangan dari 
rekening dana cadanga ke rekening kas desa dalam 
tahun anggaran berkenan. 

(5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan 
kekayaan desa yang dipisahkan. 

Pasal24 

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri dari : 

a. pembentukan dana cadangan; dan 

b. penyertaan modal desa. 

(2) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk 
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu 
tahun anggaran. 

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling sedikit memuat : 

penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

program dan kegiatan yang akan dibiayai dari 
dana cadangan; 

besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang 
harus dianggarkan; 

sumber dana cadangan; dan 

tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas 
penerimaan desa yang penggunaannya telah 
ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pada rekening tersendiri. 

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun 
akhir masa jabatan Kepala Desa. 

a. 

,- b. 

{ __,..; 

c. 

d. 

e. 
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BABV 
PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 25 

(1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa 
tahun berkenan. 

(2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala 
desa. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDEsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan 
disepakati bersama. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun 
berjalan. 

(5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 26 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang 
telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (4), disampaikan oleh kepala 
desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati 
untuk dievaluasi. 

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan 
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 20 (dua puluh hari kerja sejak 
diterimanya rancangan peratura desa tentang 
APBDesa. 

(3) Dalam ha1 Bupati tidak memberikan hasil evaluasi 
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan 
sendirinya. 

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi 
rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak 
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa 
menyampaikan penyempumaan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya basil 
evaluasi. 
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Pasal 27 

Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi 
terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada 
camat. 

Pasal 28 

(1) Apabila basil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (4) dan kepala desa tetap menetapkan rancangan 
Peraturan Desa tetang APBDEsa menjadi Peraturan 
Desa dengan Keputusan Bupati. 

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu 
APBDesa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Desa dapat melakukan 
pengeluaran terhadapat operasional penyelenggaraan 
Pemerintah Desa. 

(4) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan 
Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 
Peraturan Desa dimaksud. 

Bagian Kedua 
L) Pelaksanaan 

Paragraf I 
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 

Pasal 29 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam 
rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 
melalui rekening kas desa. 

(2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa hanya 
memiliki 1 (satu) Rekening Kas Desa. 

(3) Rekening Kas Desa tidak boleh digunakan untuk 
kepentingan pribadi. 

(4) Bendahara desa membuka rekening kas desa pada 
Bank Milik Pemerintah. 
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(5) Penyetoran dan pencairan dana dalam rekening kas 
Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara desa. 

(6) Penyetoran dan pencairan dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (SJ harus didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah. 

Pasal 30 

( 1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban 
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 
peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang 
bersifat wajib dan mengikat. 

(3) Belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja 
pegawai pada kegiatan pembayaran penghasilan tetap 
dan tunjangan aparatur desa dan Tunjangan BPD 
pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa dengan memperhatikan kondisi keuangan desa. 

Pasal 3 1  

(  1) Bendahara desa wajib menyelenggarakan 
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang 
menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup 
buku setiap akhir bulan secara tertib. 

(2) Setiap penerimaan desa wajib di setorkan ke rekening 
kas desa. 

Pasal 32 

(1) Penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh 
bendahara desa dan pelaksana kegiatan. 

(2) Bendahara desa dan pelaksana kegiatan wajib 
melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap 
akhir bulan secara tertib secara manual dan aplikasi. 

(3) Bendahara desa dan pelaksana kegiatan wajib 
mempertanggungjawabkan uang melalui 
pertanggungjawaban. 

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada 
Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya. 



( 1) 

Pasal 33 

Bendahara desa 
pertanggungjawaban 
mempergunakan: 

a. Buku Kas Umum; 

b. Buku Bank Desa; 

c. Buku Kas Pembantu Pajak; 

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan; 

e. Buku Pembantu Pendapatan; 

f. Buku Pembantu Belanja; 

g. Buku Penerimaan Pendapatan; dan 

h. Bukti-Bukti Pembayaran yang sah. 

laporan 
dengan 

wajib menyusun 
APBDesa 

(2) Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan. bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Pasal 34 

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan 
(PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 
rekening kas Negara dan kas daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundag-undangan. 

Paragraf2 
Tata Cara dan Tahapan Pencairan Anggaran Kegiatan 

Pasal 35 

( 1) Dana di Rekening Kas Desa, dapat dicairkan setelah 
mendapatkan Rekomendasi Pencairan dari perangkat 
daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat 
desa. 

(2) Pencairan Anggaran 
berdasarkan tahapan 
rencana kebutuhan. 

kegiatan dilaksanakan 
kegiatan dan/ atau usulan 

(3) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk 
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan 
dokumen: 

a. Rencana Anggaran Biaya; dan 

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

(4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh dilakukan 
sebelum barang dan/ atau jasa diterima. 



(5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus 
dilampiri dengan: 

a. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) 
dengan menggunakan materai 6.000; 

b. Surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja 
(SPTJB); 

c. Bukti transaksi 
selanjutnya; dan 

d. Rekomendasi Camat. 

untuk pencairan dana 

c· 

(6) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap 
tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan 
buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di 
desa. 

Pasal 36 

(1) 

(2) 

Dalam pengajuan pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
sekretaris desa berkewajiban untuk : 

a. meneliti kelengkapan permintaan 
diajukan oleh pelaksana kegiatan; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas 
beban APBDes yang tercantum dalam permintaan 
pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan 
dimaksud; dan 

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan apabilah tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetujui 
permintaan pembayaran dan bendahara melakukan 
pembayaran. 

pembayaran 

pembayaran 
35 ayat (5), 

(3) Pencairan anggaran dilakukan secara tunai dari 
Rekening Kas Desa. 

(4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara desa 
melakukan pencatatan pengeluaran atas kas desa. 
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Bagian Ketiga 
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBDesa 

Pasal 37 
(1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat 
berupa: 
a. laporan semester pertama; dan 
b. laporan semester akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi 
APBDesa. 

(3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat 
pada akhir bulan juli tahun berjalan. 

(4) Laporan semester akhir tahun anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling 
lambat pada bulanjanuari bulan berikutnya. 

Pasal 38 
(1) Kepala desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun 
anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(3) 

(4) 

(5) 

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa diroaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
Peraturan Desa ten tang Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
diroaksud pada ayat (3) dilampiri: 
a. laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan; 
b. laporan kekayaan milik desa per 31 desember 

tahun anggara berkenan; dan 
c. laporan program peerintah dan pemerintah 

daerah yang masuk ke desa. 
I I 

LaJotan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa disampaikan paling lambat (satu) bulan 
setelah akhir tahun berkenan. 



Pasal 39 

(1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa, merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). 

(2) Format Laporan Pertanggngjawaban Realisasi 
Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagaiaman tercantum dalam Iampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 40 

(1) Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa, diinformasikan 
kepada masayarakat secara tertulis dan media 
informasi yang muda diakses oleh masyarakat. 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain papan pengumuman dan media informasi 
lainnya. 

Bagian Keempat 
Perubahan APBDesa 

Pasal 41 

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 
pergeseran antarajenis belanja; 

b. keadaan yang menyebabkan silpa tahun 
sebelumnya harus digunakan dalam tahun 
berjalan; 

c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan 
pendapatan desa pada tahun berjalan; 

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, 
krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan 
sosial yang berkepanjangan; dan / atau 

e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah 
dan/ atau pemerintah daerah. 

(2) Perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan 
Desa. 

(3) Tata cara pengajuan dan Penetapan APBdesa adalah 
sama dengan tata cara penetapan APBDesa. 



BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 42 

(11 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa. 

(2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang 
membidangi pemberdayaan masyarakat desa 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam 
pengelolaan keuangan desa meliputi regulasi, 
bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. 

(3) Regulasi, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan 
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. regulasi pengelolaan keuangan desa (pelaksanaan 
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah); 

b. sosialisasi atas kebijakan mengenai penggunakan 
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah; 

c. pendidikan dan pelatihan bagi kepala desa, 
perangkat desa dan BPD; dan 

d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan. 

(4) Pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa 
dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi 
pembinaan dan pengawasan serta BPD. 

(5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan 
keuangan desa melalui : 

a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang 
APBDesa; 

b. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan 
pendayagunaan aset desa; 

c. fasilitasi penyusunan laporan 
pertanggungjawaban realisasi APBDEsa; 

d. fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 

e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, 
bidang kemasyarakatan desa, bidang 
pemberdayaan desa yang bersumber dari 
APBDesa; 

f. koordinasi dengan pendampin desa di wilayah 
terkait dengan pengelolaan keuangan desa; dan 

g. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan 
keuangan desa. 
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BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 43 

(1) Arah kebijakan pembangunan Tahun 2018, untuk 
mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan Terna 
Akselerasi pembangunan infrstruktur, pengembangan 
ekonomi, kerakyatan dan penguatan kualitas 
manusia dalam mewujudkanpembangunan. 

(2) Penyelenggaraan 
diprioritaskan 
diantaranya : 
a. pembangunan dan pemerataan infrastruktur; 
b. pembangunan dan pelayanan Pendidikan Anak 

Usia Dini; 
c. pembangunan dan pelayanan kesehatan 

diantaranya : 
1 .  jambanisasi; 

2. posyandu terintegrasi; 
3. air bersib; dan 
4. sanitasi lingkungan; 

d. pemanfaatan lahan pekarangan 
dasawisma; 

e. BUMDesa dan BUMDes Bersama; 
f. Smart BUMDes; 
g. Program lnovasi Desa; 

h. pengembangan kompetensi dan ruang kreativitas 
pemuda; 

i. pengarusataman gender, pemberdayaan 
perempuan, dan perlindungan anak diantaranya 
pelatihan peningkatan kapasitas PKK; 

j. pengelolaan kebudayaan daerah; 
k. penataan kawasan kumuh/pesisir; 
I. penataan tapal batas masing-msing desa dengan 

pengambilan titik koordinat; 

m. pelatihan/pengembahan kapasitas kepala desa, 
perangkat desa dan BPD; 

n. penataan administrasi desa; 
o. pegisian data propil desa; dan 

.P· Smart Village. 

(3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
1 (2) dalam hal penggunaan dana desa pada kegiatan 
(. yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan 

setelah mendapat Rekomendasi dari SKPD Teknis dan 
Bupati. · 

pembangunan pada tahun ini 
kepada kebijakan-kebijakan 

melalui 
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Pasal 44 

(1) Dalarn hal terdapat temuan pengelolaan keuangan 
dari hasil pemeriksaan, maka hasil temuan tersebut 
disetor kembali ke rekening Kas Desa yang 
bersangku tan. 

(2) Temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  dianggarkan kembali pada APBDesa 
Pokok atau APBDesa Perubahan pada kolom 
penerimaan pembiayaan sebagai SILPA sesuai dengan 
sumber dana/pendapatan pada tahun sebelumnya 
atau tahun berjalan. 

Pasal 45 

(1) 

(2) 

Silpa Pendapatan dan Belanja yang terdapat di 
Rekening Kas Desa dianggarkan kembali dalarn 
APBDes Pokok tahun berikutnya. 

Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dicairkan setelah APBDesa ditetapkan. 

Pasal 46 

Batas Jumlah maksimal dana tunai yang tersimpan pada 
bendahara desa yakni : 

a. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi desa yang 
dekat dengan bank; 

b. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bagi desa yang 
jauh dan masih mudah menjangkau bank; dan 

c. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bagi desa 
yangjauh dari bank dan sulit menjangkau bank. 

Pasal 47 

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai 
penerimaan desa selain yang ditetapkan dalarn Peraturan 
Desa. 



BAB Vlll PENUTUP 
Pasal 48 

Peraturan Bupati ini mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati iru dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Ditetapkan di Masamba pada tanggal j q J a n u a r i  2018 BUPATI LUWU UTARA, 

i INDAH PUTRI INDRJANI 
Diundangkan di Masamba pada tanggal 19J.a n ua 1:?'2018 
SE�AERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

- ABDUL MAHFUD 
SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2018 
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN 

KODE URAIAN SUMBERDANA KET 

1 2 3 4 

01 Bldang Penyelenggaraan Pemerlntah Desa 

01.01 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunianzan ADD,PBH 

01.02 Keziatan Operasional Perkantoran ADD,PBH 

01.03 Keziatan Ooerasional BPD ADD,PBH 

01.04 Keziatan Insentif RT /RW ADD,PBH 
01.05 Kegiatan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

ADD, PBH, PAD 
Keuangan dan Aset Desa 

01.06 Kegiatan Pendidikan, Pelalihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, 
ADD, PBH, PAD 

Perangkat Desa dan BPD 

01.07 Keziatan Penvelenaearaan Musrenbana Desa ADD, PBH, PAD 

01.08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
ADD, PBH, PAD 

Desa 

01.09 Keziatan Keria sama antar Desa ADD, PBH, PAD 

01.10 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan 
ADD, PBH, PAD 

Prasarana Kantor Desa 

01 . 11  Keziatan Persertifikatan Tanah ADD, PBH, PAD 

01.12 Keziatan Penzadaan Buku Administrasi Desa ADD, PBH, PAD 

01.13 Keaiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Kantor BPD ADD, PBH, PAD 

01.14 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Gedung 
ADD, PBH, PAD 

Balai Pertemuan 

01 .15 Keziatan Penvelenzaaraan Desa Lainnva ADD, PBH, PAD 

02 Bldang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

02.01 Kegiatan Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pengolahan sampah 

02.02 Keziatan pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuang ADD, PBH, DDS, PAD 

02.03 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

orasarana Olah Raza 
02.04 Kegiatan Pembangunan, Pengcmbangan dan Pemeliharaan Drainase 

ADD, PBH, DDS, PAD 

02.05 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Talud/Tembok oenahan tanah 

02.06 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Desa 
02.07 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan 

ADD, PBH, DDS, PAD 
Wisata Desa 

02.08 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Jembatan Desa 
02.09 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan peme!iharaan 

ADD, PBH, DDS, PAD 
Tambatan Perahu 

02.10 Kegiatan pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana energi Listrik 
02.11 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem 

ADD, PBH, DDS, PAD 
Informasi dan Komunikasi Desa 

02.12 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Air 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Bersih, 

02.13 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pemeliharaan Santasi Lingkunzan 
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02.14 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pemeliharaan Posvandu 

02.15 Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Unit Fasilitas Jamban Publik 
ADD, PBH, DDS, PAD 

MCK) 

02.16 Keziatan Penzadaan dan Pengernbangan Jambanisasi ADD, PBH, DDS, PAD 

02.17 Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Pengembangan dan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pemeliharaan Geduna Paud 
02.18 Kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pengembangan 

ADD, PBH, DDS, PAD 
Peroustakaan Desa 

02.19 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pengembangan Balai 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pelatiharr/Kegiatan Belaiar Masyarakat 

02.20 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan 
ADD, PBH, DDS.PAD 

Peme!iharaan Taman Belaiar Keagamaan 

02.21 Keziatan Memoerbaiki Banaunan Caaar Budava ADD, PBH, DDS, PAD 

02.22 Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana pembibitan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

tanaman pangan 

02.23 Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana 
ADD, PBH, DDS, PAD 

oengolahan Hasil Pertanian 
02.24 Keziatan Pembanzunan dan Pemeliharaan Saluran Iriaasi tersier ADD, PBH, DDS, PAD 

02.25 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung/Sistem 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pengairan 

02.26 Keziatan Pernbanzunan Bendungan Berskala Kecil ADD, PBH, DDS, PAD 

02.27 Keziatan Penaadaan Kana! Penanakan lkan ADD, PBH, DDS, PAD 

02.28 Keziatan Pembanaunan Kandanz Temak dan Ranae Temak ADD, PBH, DDS, PAD 

02.29 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jasa dan Industri Kecil ADD, PBH, DDS, PAD 

02.30 Keziatan Pembangunan Pondok Wisata ADD, PBH, DDS, PAD 

02.31 Keziatan Pembanaunan dan Penzadaan Wahana Permainan Anak ADD, PBH. DDS, PAD 

02.32 Keziatan Pembanzunan dan Penzadaan Wahana Outbound ADD, PBH, DDS, PAD 

02.33 Keziatan Pembanzunan dan Penzadaan Taman Rekreasi ADD, PBH, DDS, PAD 

02.34 Keaiatan Pengadaan Sarana Prasarana Teknolozi Teoat Guna ADD, PBH, DDS, PAD 

02.35 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Hid up 

02.36 Kegiatan Pernbanzunan Temoat Pelelanzan lkan ADD, PBH, DDS, PAD 

02.37 Keziatan Pembanzunan Pasar Desa ADD, PBH, DDS, PAD 

02.38 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pembibitan Pertanian dan Perkebunan 
02.39 , Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Peme!iharaan Plat 

ADD, PBH, DDS, PAD 
Deucker 

02.40 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bronjong 
ADD, PBH, DDS, PAD 

02.41 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Peme!iharaan sarana dan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

nrasarana untuk penanggulangan bencana alam 

02.42 Keziatan Pembanzunan Sarana dan Prasarana Desa Lainnva ADD, PBH, DDS, PAD 

03 Bldaug Pembluaau Kemasyarakatau 

03.01 Keziatan Penvclenzzaraan Ketentraman dan Ketertiban ADD. PBH, PAD 
03.02 Keaiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beraaama ADD, PBH, PAD 
03.03 Keziatan Pembinaan Lembaga Adat ADD, PBH, PAD 

03.04 Keziatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budava Masvarakat ADD, PBH, PAD 
03.05 Keziatan Pembinaan PKK dan Dasawisma ADD, PBH, PAD 
03.06 Keziatan Pembinaan Lembaaa Keoemudaan ADD, PBH, PAD 
03.07 Keaiatan Pembinaan Lembaza Karanz Taruna ADD, PBH, PAD 
03.08 Keaiatan Pembinaan Masvarakat Gerakan Gotonz Rovona ADD, PBH, PAD 
03.09 Kegiatan Pembinaan Masvarakat Lainnva ADD, PBH, PAD 

04 Bldaug Pemberdayaau Masyarakat 

04.01 Keziatan Penzelolaan Pelavanan Kesehatan Masvarakat ADD, PBH, DDS, PAD 
04.02 Keziatan Penaelolaan Pelavanan Pendidikan dan Kebudavaan ADD, PBH, DDS, PAD 



04.03 Keziatan Kader Pemberdavaan Masvarakat ADD, PBH, DDS, PAD 

04.04 Keziatan Penzelolaan Linzkunaan Perumahan Desa ADD, PBH, DOS, PAD 

04.05 Kegiatan Pengelolaan Transoortasi Desa ADD, PBH, DDS, PAD 

04.06 Keziatan pengelolaan dan Pengembangan Enerai Terbarukan ADD, PBH, DDS, PAD 

04.07 Keziatan Penzelolaan Informasi dan Komunikasi Desa ADD, PBH, DDS, PAD 

04.08 Kegiatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Poduktif dan Pengelolaan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Sarana Prasarana Ekonomi 

04.09 Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Bencana Alam 

04.10 Kezitan Penetanan taoal Batas Desa ADD, PBH, DDS, PAD 

04.11 Keziatan Penvusunan Data Profil Desa dan Monozrafi Desa ADD. PBH, DDS, PAD 

04.13 Keaiatan Penvusunan Peta Desa ADD, PBH, DDS, PAD 

04.14 Keaiatan Sosialisasi nenzzunaan dana desa ADD- PBH, DDS- PAD 

04.15 Keziatan Penzuatan Tata Kelolah Desa ADD, PBH, DDS, PAD 

04.16 Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelolah oleh 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Bumdesa 

04.17 Keaiatan Pendirian Bumdesa ADD, PBH. DDS, PAD 

04.18 Kegiatan Pelatihan dan Penaembanaan Penzelolaan Bumdesa ADD, PBH, DDS, PAD 

04.19 Kcgiatan Pengembangan Kerjasama Perdagangan an tar BUM Desa 
ADD, PBH, DDS, PAD 

04.20 Keziatan Pelatihan Keoemimoinan ADD, PBH, DDS, PAD 

04.21 Keziatan Pelatihan Kader Pemberdavaan Masvarakat ADD, PBH. DDS, PAD 

04.22 Keziatan Pelatihan Pertanian Orzanik ADD, PBH, DDS, PAD 

04.23 Kegiatan Pelatihan Penggunaan Sarana Prasarana Produksi 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Pertanian 

04.24 Kegiatan Pelatihan Penaelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian ADD, PBH, DDS, PAD 

04.25 Keziatan Pelatihan Paralegal Desa ADD, PBH, DDS, PAD 

04.26 Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasai Sengketa Hukum 
ADD, PBH, DDS, PAD 

berkaitan Pengelolaan Aset Desa 

04.27 Kegiatan Pela tihan Penzelolaan dan Pe ma saran Has ii Pertanian ADD, PBH, DDS, PAD 

04.28 Kegiatan Pembentukan Posvantekdes ADD, PBH, DDS, PAD 

04.29 Keziatan Penzadaan nenzembanzan temak ADD, PBH, DDS, PAD 

04.30 Keaiatan Pameran Hasil Produksi Pertanian ADD, PBH, DDS, PAD 

04.31 Keziatan Pelatihan Pembuatan Website Desa ADD, PBH- DDS, PAD 

04.32 Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga dan 
Pertanian serta Limbah Petemakan untuk Energi Biagas ADD, PBH, DDS, PAD 

04.33 Kegiatan Pelatihan masvarakat pesisir Pantai ADD, PBH, DDS, PAD 

04.34 Keziatan Kursus/Pelatihan Kerajinan Tanzan ADD, PBH, DDS, PAD 

04.35 Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal 
ADD, PBH, DDS, PAD 

sebagai Komuditas Strategi Ekonomi-Wisata 

04.36 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda ADD. PBH, DDS, PAD 

04.37 Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kekayaan Bumdesa 
ADD, PBH, DDS, PAD 

04.38 Kegiatan Musyawarah/Rembug Warga untuk Memfungsikan kembali 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Tradisi Lumbunz Padi 
04.39 Keaiatan Festival Makanan Olahan Hasil Laut ADD, PBH- DDS, PAD 

04.40 Kegiatan Lomba Melukis/Menulis Keindahan Alam dan Hidup Bersih 
ADD, PBH, DDS, PAD 

dan Sehat 

04.41 Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Laut dan Petani Budidaya dan 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Nelayan Tangkap 

04.42 Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Lokal untuk Menjaga 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Kelestarian Pantai dan Laut 

04.43 Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Perkebunan, lndustri Kecil dan Perdazanzan 

04.43 Keziatan Pelatihan Teknoloai Teoat Guna ADD, PBH, DDS, PAD 

04.45 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Desa 

04.46 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Usaha 
ADD, PBH, DDS, PAD 

Ekonomi Produktif 



04.47 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyamkat Kclompok Perempuan 
ADD, PBH, DDS 

04.48 Keeiatan Pe · . 

-- itas M 
. 

l Kclomnnk Tani ADD, PBH, DDS 
04.49 Peninakatan ., itas Masvarakat Miskin ADD, PBH, DDS 
04.50 Kegiatan Peninakatan v. itas Kelomook Nelavan ADD, PBH, DDS 
04.51 Keeiatan Peninakatan Kaoasitas Kelomook Peneraiin ADD, PBH, DDS 
04.52 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan 

Anak ADD, PBH, DDS 
04.53 Keiriatan Pemberdavaan Masvarakat Lainnva ADD, PBH, DDS 

OS. Bidan& Tidal< Terdup 

05.01 Keaietan Keiadian Luar Biasa ADD, PBH 
05.02 Keziatan Setoran Kembali ADD, PBH 

BUPAT 
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DAFTAR PARAMETER REKENJNG APABDESA 

KODE URAIAN KET 

1 2 3 

1 ASET 

1.1 AsetLancar 

1.1.1 KasdanBank 

1.1.1.01 Kas di Bendahara Desa 

1.1.1.02 Rekening Kas Desa 

1.1.2 PiutanJ? 

1.1.2.01 Piutanz Sewa Tanab 

1.1.2.02 Piutanz Sewa Gedum, 

1.1.2.03 Piutang Sewa Peralatan 

1.1.2.04 Piutanz Bazi Hasil Paiak 

1.1.2.05 Piutana BAm Hasil Retribusi 

1.1.2.06 Piutana Alokasi Dana Desa 

1.1.2.07 Piutanz Paniar Keaiatan 

1.1.2.08 Piutanz Lain-lain 

1.1.3 Persediaan 

1.1.3.01 Persediaan Benda Pos dan Materai 

1.1.3.02 Persediaan Alat Tulis Kantor 

1.1.3.03 Persediaan Blaneko dan Barana Cetakan 

1.1.3.04 Persediaan Alat-Alat Listrik/Lamou /Batterai 

1.1.3.05 Persediaan Bahan/Material 

1.1.3.06 Persediaan Alat-alat Kebersihan/Baban Pembersih 

1.1.3.07 Persediaan Bibit Hewan/Tanaman 

1.1.3.08 Persediaan Baran" Untuk Dihibahkan keoada Masvarakat 

1.2 Investasi 

1.2.l Penvertaan Modal Pemerintah Desa 

1.2.1.01 Penvertaan Modal Pemerintah Desa 

1.3 Aset Tetan 
1.3.l Tanab 

1.3.1.01 Tanab Tanab Perkamnungan 

1.3.1.02 Tanab Pertanian 

1.3.1.03 Tanab Perkebunan 
1.3.1.04 Kebun Camouran 

1.3.1.05 Rutan 

1.3.1.06 Kolamlkan 

1.3.1.07 Tanab Danau/Rawa 

1.3.1.08 Tanah Tandus/Rusak 

1.3.1.09 Tanah Alanz-alanz dan Padanz Rumout 
1.3.1.10 Tanah Penaauna Lain 

1.3.1.11 Tanah Banzunan Gedunz 

1.3.1.12 Tanah Pertambanaan 

1.3.1.13 Tanah Banzunan Bukan Gedunz 

1.3.2 Peralatan dan Mesin 

1.3.2.01 Alat-Alat Besar Darat 
1.3.2.02 Alat-Alat Besar Aoune 
1.3.2.03 Alat-alat Bantu 

1.3.2.04 Alat Anzkutan Darat Bermotor 

1.3.2.05 Alat Anzkutan Darat Tak Bermotor 

i.3.2.06 AlatAnakutAoun.,Bermotor 

1.3.2.07 Alat Anff""t Aouna Tak Bermotor 
1.3.2.08 Alat Anzkut Bermotor Udara 

1.3.2.09 Alat Benzkel Bermesin 

1.3.2.10 Alat Benzkel Tak Bermesin 

1.3.2.11 AlatUkur 
1.3.2.12 Alat Penzolahan 

1.3.2.13 Alat Pemeliharaan Tanaman I Alat Penvimnan 
1.3.2.14 Alat Kantor 

1.3.2.15 Alat Rumah Tanasa 

1.3.2.16 Komnuter 

1.3.2.17 Meia Dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 

1.3.2.18 Alat Studio 

1.3.2.19 Alat Komunikasi 

1.3.2.20 Peralatan Pemancar 

1.3.2.21 Alat Kedokteran 

1.3.2.22 Alat Kesehatan 

1.3.2.23 Alat Laboratorium 



c 
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1.3.2.24 Alat Peraza/Praktek Sekolah 

1.3.2.25 Alat Laboratorium 1Gmia Nuklir 

1.3.2.26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir I Elektronika 

1.3.2.27 Alat Proteksi Radiasi I Proteksi Linzkunzan 

1.3.2.28 Radiation Anlication and Non Destructive Testina Lab 

1.3.2.29 Alat Laboratorium Linzkunzan Hidun 

1.3.2.30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 

1.3.2.31 SeniataApi 

1.3.2.32 Perseniataan Non Seniata At>i 

1.3.2.33 Amunisi 

1.3.2.34 Seniata Sinar 

1.3.2.35 Alat Keamanan dan Perlindunzan 

1.3.3 Gedunz dan Banaunan 

1.3.3.01 Banzunan Gedunz Temnat Keria 

1.3.3.02 Banzunan Gedune: Temoat Tinaaal 

1.3.3.03 Banzunan Menara 

1.3.3.04 Banaunan Berseiarah 

1.3.3.05 Banaunan Tuan Perine:atan 

1.3.3.06 Bannunan Candi 

1.3.3.07 Banaunan Monumen/Baneunan Berseiarah lainnva 

1.3.3.08 Ban Tuan Titik Kontrol/Pasti 

1.3.3.09 Ban Rambu-Rambu 

1.3.3.10 Baneunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 

1.3.3.11 Banzunan Sanaaar Tani 

1.3.4 Jalan. -Jarinzan dan lnstalasi 

1.3.4.01 JalanDesa 

1.3.4.02 Jembatan Desa 

1.3.4.03 Banzunan Air Iriaasi 

1.3.4.04 Banzunan Air Pasana Surut 

1.3.4.05 Banzunan Air Rawa 

1.3.4.06 Banzunan P an Sunaai dan Penan Ben can a 

1.3.4.07 Banzunan Pem,embanaan Sumber Air dan Air Tanah 

1.3.4.08 Banzunan Air Bersih/Baku 

1.3.4.09 Baneunan Air Kotor 

1.3.4.10 Banaunan Air 

1.3.4.11 Instalasi Air Minum/ Air Bersih 

1.3.4.12 Instalasi Air Kotor 

1.3.4.13 Instalasi Penzolahan Sampah 

1.3.4.14 Instalasi Penzolahan Bahan Banaunan 

1.3.4.15 lnstalasi Pembanzkit Listrik 

1.3.4.16 Instalasi Gardu Listrik 

1.3.4.17 Instalasi Pertahanan 

1.3.4.18 Instalasi Gas 

1.3.4.19 lnstalasi Penzaman 

1.3.4.20 J aringan Air Minum 

1.3.4.21 J arinzan Listrik 

1.3.4.22 Jarin2an Telenon 

1.3.4.23 Jarinean Gas 

1.3.4.24 Drainase 

1.3.4.25 Talud 

1.3.4.26 Plat Deucker 

1.3.5 Aset Tetap Lainnva 

1.3.5.01 Buku 

1.3.5.02 Terbitan 

1.3.5.03 Barang-Barang Pernustekaan 

1.3.5.04 Barang Bercorak Kebudavaan 

1.3.5.05 Alat Olah Raaa Lainnva 

1.3.5.06 Hewan 

1.3.5.07 Tanaman 

1.3.5.08 Aset Tetap Renovasi 

1.3.6 Aset Tak Berwuiud 

1.3.6.01 Aset Tak Berwuiud 

1.3.7 Konstruksi Dalam Penzeriaan 

1.3.7.01 Konstruksi Dalam Peneeriaan 

1.3.9 Akumulasi Penvusutan Aktiva Tetan 

1.3.9.01 Akumulasi Penvusutan Mesin dan Peralatan 

1.3.9.02 Akumulasi Penvusutan Geduna dan Banaunan 

1.3.9.03 Akumulasi Penvusutan Jalan. Jarinaan dan lnstalasi 

1.3.9.04 Akumulasi Penvusutan Aktiva Tetao Lainnva 



1.4 Dana Cadanzan 

1.4.1 Dana Cadanzan 

1.4.1.01 Dana Cadanean 

1.5 Aset Tidak Lancar Lainnva 

1.5.1 Tanihan Piutang Peniualan An11.suran 

1.5.1.01 Ta..,1,an Piutanz Peniualan Anasuran Kendaran Bermotor 

1.5.1.02 Tazihan Piutanz Peniualan Anzsuran Rumah 

1.5.1.03 Tazihan Piutana Anzsuran Dana Beran Hr 

1.5.2 Tazihan Tuntutan Ganti Keruzian Daerah 

1.5.2.01 Tazihan Tuntutan Ganti Keruoian Daerah 

1.5.3 Kemitraan denaan Pihak Ketiga 

1.5.3.01 Banzun Guna Serah [Build, Operate & Transfer - BOTI 

1.5.3.02 Banaun Serah Guna !Build, Transfer & Ooerate - BTO\ 

1.5.3.03 Keriasama Onerasi 11<sQl 

1.5.4 Aktiva Tidak Berwuiud 

1.5.4.01 Aktiva Tidak Berwuiud 

1.5.5 Aset Lain-lain 

1.5.5.01 Aset Rusak Berat 

1.5.5.02 Aset Tetan Renovasi 

1.5.5.03 Aset Lain-lain Lainnva 

2 KEWAJIBAN 

2.1 Kewaiiban Janak" Pendek 

2.1.1 Hutanz Perhitunzan Pihak Ketiaa 

2.1.1.01 Hutanz Jaminan Pelaksanaan Pekeriaan 

2.1.1.02 Hutang PFK Lainnva 

2.1.2 Hutanz Bunza 

2.1.2.01 Hutanz Buriza keoada Bank 

2.1.2.02 Hutanz Bunza keoada Lembaaa Bukan Bank 

2.1.3 Hutanz Paiak 

2.1.3.01 Hutanz Paiak Pertambahan Nilai 

2.1.3.02 Hutang Pajak Penzhasilan PPh 21 

2.1.3.03 Hutana Paiak Pen PPh22 

2.1.3.04 Hutanz Paiak Penzhasilan PPh 23 

2.1.3.05 Hutanz Paiak Lainnva 

2.1.4 Pendaoatan Diterima Dimuka 

2.1.4.01 Paiak dan Retribusi Diterima Dimuka 

2.1.4.02 Uana Muka Peniualan Aset Desa 

2.1.4.03 Uang Muka Lelana Peniualan Aset Desa 

2.1.4.04 Uann Muka Bazian Laba BUMDes 

2.1.5 B""""" Lancar Hutanz -Janzka Panianz 

2.1.5.01 Boman Lancar Hutanz -Janzka Panianz 

2.1.6 Hutanz Jan"ka Pendek Lainnva 

2.1.6.01 Hutana Belania Pe""wai 

2.1.6.02 Hutanz Belania Telenon 

2.1.6.03 Hutanz Belania Air Minum 

2.1.6.04 Hutana Belania Listrik 

2.1.6.05 Hutanz Penzadaan Bahan Habis Pakai 

2.1.6.06 Hutanz Pen Barana!Jasa 

3 EKUITAS 

3.1 Ekuitas 

3.1.1 Ekuitas 

3.1.1.01 Ekuitas 

3.1.2 EkuitasSAL 

3.1.2.01 EkuitasSAL 

4 PENDAPATAN 

4.1 Pendaoatan Asli Desa 

4.1.1 Hasil Usaha Desa 

4.1.1.01 Hasil Penzelolaan Tanah Kas Desa 

4.1.1.02 Hasil Penzelolaan Pasar Desa 

4.1.1.03 Hasil Pengelolaan Pasar Hewan 

4.1.1.04 Hasil Pelelanzan Ikan Y an2 Dikelola Desa 

4.1.1.05 Hasil Usaba Desa Lainnva 

4.1.2 Hasil Aset Desa 

4.1.2.01 Pendaoatan Sewa Tanah Kas Desa 

4.1.2.02 Pendaoatan Sewa Geduna Milik Desa 



,,..., 

4.1.3 Swadav� Partisioasi dan Gotona Rovenz 

4.1.3.01 Hasil Swadava 

4.1.3.02 Has! Gotonl! Rovonl! 

4.1.3.03 Hasil Partisioasi Lainnva 

4.1.4 Lain - Lain Pendaoatan Asli Desa Yanll Sah 

4.1.4.01 Punzutan Desa 

4.1.4.02 Hasil Peniualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dioisahkan 

4.1.4.03 Hasil Peleoasan Tanah Desa Tahun Berialan 

4.1.4.04 Bunza Simuanan Uanz di Bank 

4.1.4.05 Tutuntan Ganti Keruzian ITGRl 

4.1.4.06 Pendaoatan dari Anesuran /Cicilan Peniualan 

4.1.4.07 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belania 

4.1.4.08 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 

4.1.4.09 Lain-lain Pendanatan Desa Yana Sah Lainnva 

4.2 Pendaoatan Transfer 

4.2.1 DanaDesa 

4.2.1.01 DanaDesa 

4.2.2 Baal Hasil Paiak dan Retribusi 

4.2.2.01 Baal Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
4.2.3 Alokasi Dana Desa 

4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 

4.2.4 Bantuan Keuane:an Provinsi 

4.2.4.01 Bantuan Keuanaan dari APBD Provinsi 
4.2.5 Bantuan Keuanzan Kabuoaten/Kota 
4.2.5.01 Bantuan Keuanzan dari APBD Kabuoaten 

4.3 Lain-Lain Pendaoatan Desa vane Sah 
4.3.1 Pendapatan Hibah dan Sumbanzan Pihak Ketiga 
4.3.1.01 Pendanatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
4.3.1.02 Pendaoatan Hibah dari Pemerintah Provinsi 

4.3.1.03 Pendaoatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota 
4.3.1.04 Pendapatan Hibah dari - tsasi/Lembaza Swasta 
4.3.1.05 Pendanatan Hibah dari Kelomook 

. 

· 1Perorane:an 

4.3.1.06 Pendanatan Hibah dari Perusahaan di Desa 

4.3.1.07 Pendaoatan Sumbanaan dari Pihak Kelitra Lainnva 

4.3.2 Lain-lain Pendanatan Desa vanz Sah 

4.3.2.01 Lain-Iain Pendaoatan Desa vana Sah 

5 BELANJA 

5.1 Belania Desa 

5.1.1 Belania Pezawai 
5.1.1.01 Pen Tctap Kenala Desa dan Pcranolmt Desa 

5.1.1.02 Tunianzan Keoala Desa dan Peranzkat Desa 
5.1.1.03 Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Yang Berstatus 

Sebagai ASN I PNS 
5.1.1.04 Tunianzan Badan Permusvawaratan Desa 
5.1.1.05 Juran Asuransi Kesehatan Keoala Desa & Peranzkat Desa 

5.1.1.06 Juran Asuransi Kerenazakeriaan Kepala Desa & Peranzkat Desa 

5.1.1.07 Dst ............. · .........•...................... 

5.1.2 Belania Baranz dan Jasa 

5.1.2.01 Belania Alat Tulis Kantor 
5.1.2.02 Belania Dokumen/ Administrasi Tender 
5.1.2.03 Belania Alat Listrik Dan Elektronik IT.amnu Piiar, Batterv Kerinzl 

5.1.2.04 Belania Peranzko. Materai Dan Benda Pos Lainnva 

5.1.2.05 Belania Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 

5.1.2.06 Belania Bahan Bakac Minvak/Gas 

5.1.2.07 Belania Penzisian Tabunz Pemadam Kebakaran 

5.1.2.08 Belania Penaisian Tabunz Gas 

5.1.2.09 Belania Bahan Baku Banzunan 

5.1.2.10 BeJania Bahan/Bibit Tanaman 

5.1.2.11 Belania Bibit Temak 

5.1.2.12 Belania Bahan Obat-Obatan 

5.1.2.13 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 

5.1.2.14 Belania Persediaan Makanan Pokok 

5.1.2.15 Belania Telenon 

5.1.2.16 BeJaniaAir 

5.1.2.17 Belania Listrik 

5.1.2.18 Belania Jasa Penaumuman Lelana/ Pemenanz Lelanz 

5.1.2.19 Belania Surat Kabar /Maialah 

5.1.2.20 Belania Kawat/Faksimili/Jntemet/lntranet/TV Kabel/TV Satelit 



\.... 

5.1.2.21 Belania Paket/Penziriman 
5.1.2.22 Belania Sertifikasi 
5.1.2.23 Belania Jasa Transaksi Keuanzan 
5.1.2.24 Belania Jasa Administrasi Punzutan Paiak Penerangan Jalan Umum 
5.1.2.25 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

5.1.2.26 Belania Jasa Transnortasi 
5.1.2.27 Belania Jasa Service Peralatan dan Perlenzkanan Kantor 

5.1.2.29 Belania Jasa Tenaaa Ahli/Narasumber /Instruktur /Pihak Ketiaa 
5.1.2.30 Belania Jasa Moderator /MC 
5.1.2.31 BelaniaJasa Umum 
5.1.2.32 Belania Cetak 
5.1.2.33 Belania Penzzandaarr/Foto Conv 
5.1.2.34 Belania Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 
5.1.2.35 Belania Sewa Gedunz !Kantor /Temoat 
5.1.2.36 Belania Sewa Ruan" Rapat/Pertemuan 

5.1.2.37 Belania Sew a Temnat Parkir /Uana Tambat/Hanooar Sarana Mobilitas 

5.1.2.38 Belania Sewa Sarana Mobilitas Darat 

5.1.2.39 Belania Sewa Sarana Mobilitas Air 

5.1.2.40 Belania Sewa Sarana Mobilitas Udara 

5.1.2.41 Belania Sewa Eskavator 

5.1.2.42 Belania Sewa Buldoser 

5.1.2.43 Belania Sewa Meia Kursi 

5.1.2.44 Belania Sewa Komnuter Dan Printer 

5.1.2.45 Belania Sewa Provektor 
5.1.2.46 Belania Sewa Generator 

5.1.2.47 Belania Sewa Tenda 
5.1.2.48 Belania Sewa Pakaian Adat/Tradisional 

5.1.2.49 Belania Sewa Alat Ukur/Studio/Komunikasi 

5.1.2.51 Belania Makanan Dan Minuman Ranat 

5.1.2.52 Belania Makanan Dan Minuman Tamu 

5.1.2.53 Belania Pakaian Sioil Harian ""'1UI 

5.1.2.54 Belania Pakaian Sioil Lenzkan """Ll 

5.1.2.55 Belania Pakaian Dinas Harian (PDUI 

5.1.2.56 Belania Pakaian Dinas Uoacara IPDTn 

5.1.2.57 Belania Pakaian Keria Lananzan 

5.1.2.58 Belania Pakaian KORPRI 

5.1.2.59 Belania Pakaian Adat Daerah 

5.1.2.60 Belania Pakaian Batik Tradisional 

5.1.2.61 Belania Pakaian Olahraea 

5.1.2.62 Belania Perialanan Dinas Dalam Desa 
5.1.2.63 Belania Perialanan Dinas Luar Desa 

5.1.2.64 Belania Pemeliharaan Jalan 

5.1.2.65 Belania Pemeliharaan Jembatan 

5.1.2.66 Belania Pemeliharan Tanah 

5.1.2.67 Belania Pemeliharan Peralatan dan Mesin 

5.1.2.68 Belanta Pemeliharan Gedunz dan Banzunan 

5.1.2.69 Belania Pemeliharan Kendaraan Dinas 

5.1.2.70 Belania Pemeliharan Asel Tetao Lainnva 
5.1.2.71 Belania Jasa Konsultansi Penelitian 

5.1.2.72 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan 

5.1.2.73 Belania Jasa Konsultansi Penaawasan 

5.1.2.74 Belania Barana Untuk Diberikan keoada Masveraket 

5.1.2.75 Belania Baranz Untuk Diberikan keoada Pihak ketiza 

5.1.2.76 Belania Kursus-Kursus Sinzkat/Pelatihan 

5.1.2.77 Belania Sosialisasi 

5.1.2.78 Belania Bimbinzan Telmis 

5.1.2.79 Honorarium Bendahara Desa 
5.1.2.80 Honorarium Pelaksana Telmis Penzelolaan Keuana:an Desa 

5.1.2.81 Honorarium Onerator Komnuter 

5.1.2.82 Honorarium RT /RW 

5.1.2.83 Honorarium Guru Paud/TK dan TPA 
5.1.2.84 Honorarium Kader Posvandu 

5.1.2.85 Honoraruim Hansio 

5.1.2.86 honorarium KPMD 

5.1.2.87 honorarium Pezawai Svara/Pemuka Asama Lainnva 
5.1.2.88 Honorarium Tenaza Ahli I Instruktur I Narasumber 

5.1.2.89 Honorarium Kader Desa Siaza 

5.1.2.90 Honorarium Kader KB 

5.1.2.91 Honorarium Pendata dan Penzimnut Data Profil Desa 

5.1.2.92 Belania Jasa Transaksi Keuanaan IAdministrasi Bankl 



- - -  

5.1.3 Belania Modal 
5.1.3.0 I Belania Modal Tanah - Penzadaan Tanah Perkamounszan 
5.1.3.02 Belanja Modal Tarrah - Pengadaan Tanah Pcrtanian 

-- 

5.1.3.03 Belanja Modal Tarrah - Pengadaan Tanah Perkebunarr 
5.1.3.04 Belania Modal Tanah - Pengadaan Kebun Camourarr 
5.1.3.05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan 

--- 

5.1.3.06 Belania Modal Tanah - Penzadaan Kolam Ikan 
5.1.3.07 Belania Modal Tanah - Penaadaan Tanah Danau/Rawa 
5.1.3.08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus[Rusak 

- 
5.1.3.09 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput 

5.1.3.10 Belania Modal Tarrah - Penzadaan Tanah Pen�na Lain 
- 

5.1.3.11 Belania Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Banszunarr Gedung 
5.1.3.12 Belania Modal Tanah - Penzadaan Tanah Untuk Pertambanzan 
5.1.3.13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tarrah Untuk Bangunan Bukan Gedung 

5.1.3.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penaadaan Alat-Alat Besar Darat 
5. 1.3.15 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Penzadaan Alat-Alat Besar Anunz 
5.1.3.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penaadaan Alat-alat Bantu 
5.1.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 

5.1.3.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak 
Benno tor 

-- 

5.1.3.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 

5.1.3.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak 
Benno tor 

5.1.3.21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara 

-- 

5.1.3.22 Belania Modal Pera!atan dan Mesin - Penzadaan Alat Benzjcel Bermesin 
5.1.3.23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 

5.1.3.24 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Penzadaan Alat Ukur 
. 

-- 

5.1.3.25 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pen A1at Penzolahan 
5.1.3.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan 

Tanaman/ Alat Penvim nan 

5.1.3.27 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 
5.1.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tanzza 
5.1.3.29 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komouter 
5.1.3.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 

Pejabat 

5.1.3.31 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Penaadaan Alat Studio 
-- - -  

5.1.3.32 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Perizadaan Alat Komunikasi 
5.1.3.33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 
5.1.3.34 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Penzadaan Alat Kedokteran 
5.1.3.35 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Penzadaan Alat Kesehatan 
5.1.3.36 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Penaadaan Unit-Unit Laboratorium 

�-- 

5.1.3.37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 

5.1.3.38 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia 

Nuklir 
5.1.3.39 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 

Nuklir I Elektronika 
- 

5.1.3.40 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / 
Proteksi Linzkunean 

5.1.3.41 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non 

Destructive Testing Lab 

5.1.3.42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan 

Hidup 
-- 

5.1.3.43 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium 

Hidrodinamika 

5.1.3 .44 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Seniata Aoi 

5.1.3 .45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 

5.1.3.46 Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi 
. 

5.1.3.47 Belania Modal Peralatan dan Mesin -Penaadaan Seniata Sinar 

5.1.3.48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan 

Perlindunzan 
5.1.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 

Keri a 



5.1.3.50 Belania Modal Gedun,z dan Baneunan - - 
. 

Baneunan Geduna 

5.1.3.51 Belania Modal Geduna dan Banzunan - Peneadaan Banzunan Menara 
5.l.3.52 Belania Modal Gedunz dan Ban - Penaadaan Banzunan 
5.l.3.53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 

5.l.3.54 Belania Modal Geduna dan Bannunan - Penaadaan Banzunan Candi 

5.l.3.55 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 
Monumen/Banzunan Berseiarah lainnva 

5.l.3.56 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik 
Kontrol/Pasti 

5.l.3.57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 

5.1.3.58 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 
Lalu Lintas Udara 

5.1.3.59 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sanggar Tani 

5.1.3.60 Belania Modal Jalan, Irizasi dan Jarin,zan - Penaadaan Jalan 
5.l.3.61 Belania Modal Jalan, Irizasi dan -Jarinzan - Penaadaan Jembatan 
5.l.3.62 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 

5.l.3.63 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang 
Surul 

5.l.3.64 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa 

5.l.3.65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman 
Sungai dan Penanggufangan Bencana 

5.1.3.66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 
Pengembanaan Sumber Air dan Air Tanah 

5.1.3.67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air 

Bersih/Baku 
5.1.3.68 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 

5.1.3.69 Belania Modal Jalan Irizasi dan -Jarinaan - Penzadaan Banaunan Air 

5.1.3.70 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/ Air 

Bersih 

5.1.3.71 Belania Modal Jalan Irizasi dan .Jarinzan - Penzadaan Instalasi Air Kolor 
5.1.3.72 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan 

Sampah 

5.1.3.73 Be)anja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan 

Bah.an Banzunan 

5.1.3.74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit 

Listrik 
5.1.3.75 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 

5.1.3.76 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan 

5.1.3.77 Belania Modal Jalan. Irizasi dan -Jarinzan - Penzadaan lnstalasi Gas 

5.1.3.78 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman 

5.1.3.79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum 

5.1.3.80 Belania Modal Jalan, Irigasi dan -Jarinzan - Penzadaan Jarin2an Llstrik 
5.1.3.81 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon 

5.1.3.82 Belania Modal Jalan, Irigasi dan .Jarinaan - Penzadaan Jarinaan Gas 

5.1.3.83 Belania Modal Jalan, Irizasi dan .Jarinzan - Penzadaan Drainase 

5.1.3.84 Belanja Modal Jalan Irizasi dan -Jarinzan - Penzadaan Talud 

5.1.3.85 Belania Modal Jalan, Irigasi dan -Jarinzan - Penzadaan Plat Deucker 
5.1.3.86 Belania Modal Jalan Irigasi dan Jarin11an - Normalisasi Saluran Air 

5.l.3.87 Belania Modal Aset Tetao Lainnva - Penzadaan Buku 
5.l.3.88 Belania Modal Asel Tetao Lainnva - Penzadaan Terbitan 
5.1.3.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 

5.1.3.90 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 

5.1.3.91 Belania Modal Aset Tetao Lainnva - Pennadaan Alat Olah Rrura Lainnva 

5.1.3.92 Belania Modal Aset Tetao Lainnva - Penzadaan Hewan 

5.1.3.93 Belania Modal Asel Tetap Lainnva - Pengadaan Tanaman 

5.1.3.94 Belanja Modal Aset Tetao Lainnva - Penaadaan Asel Tetap Renovasi 

5.1.3.95 Belania Modal Aset Tak Berwujud 



6 PEMB!AYAAN 

6.1 Penerimaan Pembiavaan 

6.1 .1  Sisa Lebih Perhitun..an Anzzaran Tahun Sebelumnya 

6.1.1.01 Sisa Lebih Per-hirunaan Anauaran (StLPA) Tahun Sebelumnva 

6.1.2 Pencairan Dana Cadanzan 
- ---- ----- --- 

6.1.2.01 Pencairan Dana Cadanaan 

6.1.3 Hasil Penjualan Kekaxaan Desa Yang Dieisabkan 
6.1.3.01 Hasil Peniualan Kekavaan Desa Y anz Dipisahkan 

6.2 Penzeluaran Pembiavaan 

6.2.1 Pembentukan Dana Cadanzan 

6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan 

6.2.2 Penvertaan Modal Desa 
- 

6.2.2.01 Penvertaan Modal Desa 

7 NON ANGGARAN 

,LL Perhitunzan Fiskal Pihak Ketiga 

7. l. l Perhitunzan PFK - Potonzan Paiak 

7.1.1 .01 Potonzan Paiak PPN Pusat 

7.1.1.02 Potenean Paiak PPh PasaJ 21 

7.1.1.03 Potonzan Pajak PPh PasaJ 22 

7.1.1.04 Potonzan Paiak PPb PasaJ 23 

7.1.1.05 Potonaan Paiak PPb Lainnva 
-- 

7.1.2 Perhitunean PFK - Uana Muka dan Jaminan 
- --- 

7.1.2.01 Uanz Muka dan Jaminan 

BUPATI LUWU UTARA 

� INDAH PUTRl INDRIANl t 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2018 
TENT ANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA 

�}»��I>!:�� . 

KABUPATEN LUWU UTARA 

PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

KE PALA DESA , 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21  Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja 
Desa Tahun ; 

1 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

11 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

I , 

-,I 
. ' ,  



I 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1359); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07 /2016 
tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
199 /PMK.07 /2017 ten tang Tata Cara Pengalokasian 
Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 343); 

16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor . . . . .  Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 
Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Luwu Utara (Serita Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2017 Nomor . . . . .  ); 

17.Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor . . . . .  Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Dana 
Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 
Nomor . . . . .  ); 

18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor . . . . .  Tahun 2018 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan 
Sarang/Jasa di Desa (Serita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2018 Nomor . . . . .  ); 

Dengan Kesepakatan Bersarna 

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

dan 

KEPALA DESA . 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018. 

i  

f. 



Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
.. . . . .  dengan rincian sebagai berikut: 
1.  Pendapatan Desa Rp . 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
Rp . 

b. Bidang Pembangunan Rp . 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp . 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp . 
e. Bidang Tak Terduga Rp . 
Jumlah Belanja Rp . 
Surplus/Defisit Rp . 

= = = = = = = =  

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

Pasal 2 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
= = = = = = = =  

'· 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa 
Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Desa . 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KEPALA DESA . 

Diundangkan di . 

pada tanggal . 

SEKRET��S DESA . 
•I 

\' 

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR . 



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . .  

KECAMATAN .•. . • • • . • • • • • • • • • •  

Ala mat : . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . •• . .• .•• .•• .•• .• . . . •  

DERITA ACARA 

NOMOR: (Nomor Desa) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Nomor SPD) 
Pada hari ini.. tanggal bulan tahun 
Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
1 .  .  :  Kepala Desa , dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 
Desa yang beralamat di 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK PERTAMA. 
Ketua SPD . 
Wakil Ketua SPD . 
Sekretaris SPD . 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
SPD Desa selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK KEDUA 

Menyatakan bahwa: 
1 .  PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan 

Desa tentang APSDesa Tahun Anggaran 20 . . .  yang telah diajukan oleh 
PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana 
tertuang dalam catatan yang merupakan lampiran SERITA ACARA INI. 

2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan 
koreksi atas RAPSDesa berdasarkan catatan dalam Jampiran SERITA 
ACARA ini. 

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan RAPSDesa kepada 
SUPATI untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 
penandatangan SERITA ACARA ini. 

Demikian SERITA ACARA ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak 
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . 

4 . 

2 . 

3. 

. . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . . .  

KE  PALA DESA . KETUA 
SPD . 

WAKIL KETUA SPD . 

SEKRETARIS SPD . 

ANGGOTA BPD . 

1 . 

2 . 

3 dst 



RINGKASAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN 2018 
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R I N G K A S A N  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN 2018 

KODE 
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1  PENERIMAANPEMBIAYAAN 
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1. 1. -ITUNGAN ANGGARAN •SILPA1 N SEBELUMNYA 
1. 2. NACADANGAN 
1. 3. HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN 
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2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
r 

2. 1. PEMBENTUKAN DANA CAOANGAN 

2. 2. PENYERTAAN MODAL DESA 
JUMLAH PEMBIAYAAN 

SISA LEBIH PERHITUNGAN (SILPA) TAHUN AHGGARAN BERKENAAN 

2018 KEPALADESA 



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA . 

TAHUN ANG GARAN . 
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PEMERINTAH DESA .• . • • . . • . . • . • • . • • . • • • • •  

RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA 

TAHUN ANGGARAN .... . . . . . . . . •• . . . . .• . . .  

....  OGRAM 
' 

NOH BIOAHO I PENERJMAAN l"£MBIAYAAH 

-X' KEGIATAN 
' 

NON KEOIATAN I PENERlMAAH PEM8LAYAAN 

KOOE REKENINO 
. 

� U R A I A N  SUMBER DANA l!!! 
, 2 

' ' • • VOLUMl'' SATUAN 
........ JUMLAH 

•..... " 

' 
. . 

, 
. . . ... 

.-- PEYlll'Y'llA - � 
--- • � P'PIEl'IMIIN �YMN 

..L!,__.!,_ 91:SA LEIIIH � i!Wl)OARIIIN d 
,....,.. 

SEBELUMHYA 
- 

.L ,. , . ,. �LPA�n 
--- 

���AOESA 
ADO 

--- - - 00 

.. ,. ,. ,. SIU'Aa.19ni! - - - 
- , _  

- --- 

• SIPA S..• Murr, 
--- - 

-- 

• s.tPA a._. Hrt on 

.. ,. � l'9ICMWI DAMA CADAHGAH 
--- 

s. ,. ,. HIJII.. P£lriUUAl.AN KEKAYMH DESA YAHQ DPISAHKAN 
t- - 

J u m l • h  •.••..... 

°"""'"'' Mengesahlcan, 
KEPALA OESA 

TELAH OIVERIAKASI 

SEKRETAR!S CESA 

,.,. 

l"e..AKSANA KEGIATAN 



--,··:':::�·�·�·-::·":.:-: ,_ NC*KEOIATMII ee,11MWYMH 

KOOE LIIEKENNG : 
N 

U fl: A I A N  .__ ..... 

HAAGA  JUMl.AH 
1 2 

' • • • 
vat.UM£ SAT\JAN 

··- .. " 
. . 

' 
, 

. . .. 

P E M I I A Y l l N  - 

- 

,.  2.  l"EHGIELUARAN l'EMBIAYMH 
- 

,. 2. 1. l"Ol9ENTUKAN E».NA CJ.DANG.AH 
>---- - 

- ,. 2. 2. P&HY&RTMH MODA1. DEM 

l'°- �Moul�mdn 00 

� 
ml•h·-···. � , 

�, ................ 

KEPALAOESA SEKRETARts DE.SA 

201' 



PEMERINTAH DESA . 

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA 

T AHUN ANG GARAN . 

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 
KODE REKENING RJNClAN PERHITUNGAN RJNCIAN PERHITUNGAN 

U R A I A N  SUMBEROANA 
JUMLAH HARGA JUMLAH BERTAMBAH/IE 

1 2 3 • 5 • VOLUME SATUAN HARGA SATUAN VOLUME SATUAN 
SATUAN RKURANG) 

1 2 l • 5 • 7 • • 10 11 

- 1. PENOAl'ATAN 

1. ,. t'ENDAPAT•N ASu DESA 

1. 1. 1. ILU8 

- 
1. 1. 1. 1. H11II Bumde1 

- -- - I · -  -  
1. 1. 1. 2. H11II Taruih Ku Dell 

·- 

1. 1. 2. HASILASET 

1. 1. 2. 1. H11IIPaurO... 

1. 1. 2. 2. H11II Jartnaan lrtaa,I 

1. 1. 2. 3. H1111 Tamt>Man Perahu 

1. 1. 2. CM. Hasll Tem ..... Pemandl.an Umum 

1. 1. 3. SWAOAYA. PARTISIPASI & GOTONG ROYONG 
� 

1. 1. 3. 1. Swadaya Masyarakat ........ "" 
1. 1. 3. 2. Partlslpasl Masyarakat -.. ,. 

1. 1. 3. 3. Gotnnn Rovnnn 11. 

' ·L - 
. 

.:-': 
1. 1. ,. LAIN-LAIN PENOAPATAN ASU CESA YANG SAH .- -  

.  

1. 1. ,. 1. Hasll Pungutan Oesa 

- '  
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER 

_l-1
1  

1. 2. ,. DANA DESA DARl APBN , 

•a 

• 
1. 2. 1. 1. Dana Dtsa dart APBN 

- o.n, O.u darl APBN 

1. 2. 2. BAGIAN DARl HASIL PAJAK & RETRJBUSI KABUPATEN/KOTA 

1. 2. 2. 1. Bagltin dart Hasll PaJak KabuDatenfKota 

- Baa,an dlld Hail Paiak KabunaJen 

- 
1. 2. 2. 2. Baglan dart HasU Retrlbusl Kabumtitn.lKota 

>--- ·  -  -  -- - -- -- 
·  B.aaien r»ri Hasil Ratribusl K-"uo.t.n 

·--------·-·--,·--- ..... _,_.,_ 



1. 2. 3. ALOKASI DANA CESA 

1. 2. 3. 1. Alokasl Darm Oesa 

- Alokasi Dana Desa 

1. 2. 4. BANTUAN KEUANGAN 

1. 2. 4. 1. Bantuan Provln1I 

1. 2. 4. 2. Bantuan KabU"11tonlkot11 

,. 3. PENOAPATAN . IN 

1. 3. 1. HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT 

1. 3. 1. 1. Hlb3h & sumbanaan darf olhak Ketlaa vana Slatnva Tldak Menglkat 

,. 3. 2. LAIN-LAIN PENDAPATAN CESA YANG SAH 

1. 3. 2. 1. Hasll Ke,ta,ama donaon Plhak Kettna 

1. 3. 2. 2. Bantuan Perusahaen Y11ng Borloko,I di Dosa 

Jumlah .•.••••.• 

Disetujui I Mengesahkan, 
KEPALADESA 

ICUIIIS'Jllllfll'uooouo •• , 

·-·----111/ ,._ .. ,,-..�.--,-ll_ 

2017 

TELAH DIVERIFIKASI 

SEKRETARIS CESA 



REALI SAS I 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

DESA KECAMA TAN . 

T AHUN ANGGARAN 2018 

KOOE REKENINO 
AN BERTAMBAHI 

U R A I A N  
SEBELUM SESUDAH (BERKURANO) 

KETERANOAN 

1 2 3 • • 8 

1 
, 

3 4 

1. PENDAPATAN 

1. 1. PENDAPATAN ASLI DESA 

1. 1. 1. HASIL USAHA 
- 

1. 1. 1. 1. Ha1II Bumde1 
- 1. 1. 1. 2. Ha,11 Tanah Kaa Oeaa 

1. 1. 2. HASILASET 

-- -- -  1. 1. 2. 1. Ha,11 Puar 0.11 

1. 1. 2. 2. Hull Jarlnoan lrl_gaal 
1. 1. 2. 3. Hull Tambatan Perahu .-... 

1. 1. 2. 04. Hnil TemDat Pem1ndl1n Umum 

� 1. 1. 3. SWADAYA. PARTISIPASI & OOTONO ROYONG 

- 
.C)· 

1. 1. 3. 1. Swad1v1 M11y1r1ket __ 
·- �- - 1. 1. 3. 2. Partl1lp11I M11y1!!!!!._ "--Clli.- 1. 1. 3. 3. Gotong Ro ng � 

- -- 

� 1. 1. 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ABLI DESA YANO SAH 

1. 1. 4. 1. Haili Punautan Deaa _(+� 
1. 2. PENDAPATANTRANSFER \d- 
1. 2. 1. DANA DESA DARI APBN 

1. 2. 1. 1. Dana o.,a d1rl APBN 

1. 2. 2. BAOIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA 

1. 2. 2. 1. Baaian darl Haall P111k Kabuo1t1n!Kot1 
1. 2. 2. 2. Ssnlan darl Haili Retrlbual K1buD1t1nJKot1 

- - 

� 3 .  ALOKASI DANA DESA 
-- - - - 

-- - 1. 2. 3. 1. Alokaal Dana Deaa 
- 
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3, P E M B I A Y A A N  

3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3. 1. 1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN ISILPAl 

TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 

3. 1. 1. 1. SILPA Pendanatan 

3. 1. 1. 1. SiLPA Belanla 

. 3. 1 . 2. PENCAIRAN DANA CADANGAN 

3. 1. 3. HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN 

3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

3. 2. 1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

3. 2. 2. PENYERTAAN MODAL DESA 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

5/SA LEBIH PERHITUNGAN (5/LPA) TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 

KEPALADESA 

.............................  

2018 



R I N G K A S A N  

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

DESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KECAMATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TAHUN ANGGARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

KODE REKENING 
A N G  G A R A N  BERTAMBAH/ 

U R A  I  A N  
SEBELUM SETELAH (BERKURANG) 

KET 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN 

1 1. PENDAPATAN ASLI CESA 

1. 1 1. HASIL USAHA 

1. 1 2. HASILASET 
- 

1. 1 3. SWADAYA, PARTISIPASI & OOTONO ROYONO 
-��- 1 ,. 4 LAIN-LAIN PENOAPATAN ASLI DESA YANG SAH 

----- 

., �� -  ,. 2. PENDAPATAN TRANSFER 

--"¥ , . 2. ,. DANA DESA DARI APBN 

� , . 2. 2. BAOIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA 
, 

2. 3. ALOKASI DANA CESA 

-o-=- , 2. 4. BANTUAN KEUANOAN 
- . 

{ ., - , 
3. PENDAPATAN LAIN-LAIN 

,. 3. , . HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT 
,. 3. 2. LAIN-LAIN PENDAPATAN CESA YANG SAH 

JUMLAH PENDAPATAN 

- 



2. B E L A N J A  

2. )()( Belanja Desa 

2. )()( )()( Belanja Pegawal 

2. XX XX· Bclanja Barang dan Jasa 

2. )()( )()( Belanla Modal 

2. 12 .  JUMLAH BELANJA 
2. 
2 . 12 .  SURPLUS/ !DEFISITl 

3. P E M B I A Y A A N  

3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3. 1. , . SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN !SiLPAl 
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 

3. ,. 2. PENCAIRAN DANA CADANGAN 

3. 1. 3. HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN 

3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

3. 2. 1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

3. 2. 2. PENYERTAAN MODAL DESA 

SISA LEBIH PERH/TUNGAN (S/LPA) TAHUN ANGGARAN BERKENAAN • l 

2018 

KEPALADESA 



Sumber dana : 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA. . 

TAHUN ANGGARAN . 

KOOE REKENINO 
A N G O A R A N  BERTAMBAHI 

U R A I A N  SEBELUM SESUDAH (BERKURANG) K!TERANOAN 

. ' . • • • 

• 
, 

' • • • 

1. PENDAPATAN 

1. 2 ....... l•n Tr•nsfer 

I 2 • AlOKASI DANA DESA 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 JELANJA 
2. Ill BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

" 2. ll u ................................... ...... � ... 
2. ll ll ................................... 

"-� 
2. xx BIDANG PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKAT I. -..I 
2 xx xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.. � 2 � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

' 
.-o� 2. xx BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

2 � . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 ,ex xx � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

' � 
2. 5. BIDANG TAK TERDUGA - 

2 .... 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS I fDEF/Stn .... 

•. P ! M B I A Y A A N  

3. 2, PENOELUARAN PEMBIAYAAN 

3. 2, 1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

•• 2. 2. PENYERfa..aN MOOAL OESA 

JUMLAH PEMBIA Y AAN 

SISA LES/ RANGIPFR GAN AHGGARAN 

.2018 

ICEPA.IA CESA 



KOOE REKENING SERELUM H ·� SETELAM PERU HAN 
U R A I A N  SUMBER DANA 

RINClAN PERHJTUNGAN � RINCIAN PERHITUNGAN BERT AM BAH/( 
1 2 3 • 5 8 VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 

JUMLAH • ;Iii -VOLUME SATUAN HAR GA JUMLAH (BERKURANGJ 
-· 

- __ ... " 

1 2 3 • 5 . ..  I  7  •  •  10 11 

I - 
.. t'�B'TXYAAN 

,- 

.... 

T."r � - 

� 

PENGELUARAN PEMBIAY 
f- ----- -� 

3. 2. 1. PEMBENTUl<AN DANA CADANGAN 
- - 

J'.W 
- 3. 2. 2. PENYERTAAN MODAL OESA 

Penyerta•n Mod•I Bumde1 DD \._ I 
Jo ah ..... 

Dtsetujui I Mengesahkan, 

KEPALADESA 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

·----- .. ·---·-- , , .... ,._ 

TELAH DNERIFIKASI 

SEKRETARIS DESA 

2016 

PELAKSANA KEGIATAN 



PEMERINTAH DESA . 

RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA 

T AHUN ANGGARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

KOOE REKENING 
SEBELUM PERUBAHAN •r E 

U R A I A N  SUMBER DANA 'IN ... AN ! U..�13H, BERTAMBAHl(I 
JUMLAH lsA. HAR GA JUMLAH 

1 2 3 4 • • 
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN VOLUME 

··-····· 
iBERKURANO) 

1 • 3 3 4 5 6 7 
. I • 11 

I 

-:i. ¥ C M  
' " .  

N  

Cb' 500I 

3. 1. PENERJMAAN PEMBlAYAAN .. - 

· �  
3. 1. 1. SISA LEBIH PERHITUNGAN GGA :181LPA1 . 

TAHUN ANGGARAN SEBEl 11MNYA 

3. 1. 1. 1. SILPAPenda n 

Si/PA ADO ADO 

• SlfPA DANA DESA 00 

3. 1. 1. 1. SILPA Belan1a 
. SifPA Belen/a Mumf 

SJ/PA Belania H�n 

3. 1. 2. PENCAIRAN DANA CADANGAN 

3. 1. 3. HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN 

.i r ml• It 

Disetujui I Mengesahkan. TELAH DIVERIFIKASI 2016 

KEPALADESA SEKRETARIS DESA PELAKSANA KEGIATAN 

.... , , . 

.,_..., __ , ....... _.,�-- .. - .. -·- 



1. BIDANG 
2. KEGIAT.AN 
3. WAKTU PELAKSANAAN 
•· SUMBER DANA 
;5. OUTPUT/Kelu1r1n 

5. BIDANG TAK TEROUGA 
5. 1. KEGIATAN BELANJA TAK TERDUGA 

12 Bul•n 
ADD, PORO 
Ttrtela�klnnya Korbin Bencan.1 Alim 

PEMERINTAH DESA . 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
TAHUN ANGGARAN . 

KODE REKENING 
M SETELAHPERUBAHAN 

U R A I A N  &UMBER D.ANA RINr'.IAN PERHITIING BERTAMBAHI( 

1 2 3 4 5 5 VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 
JUMLAH 

VOLUME SATUAN 
HAAGA JUMLAH 

(BERKU RANG) 
0 ••••••• 

1 ' ' ' • ' ' 7 • • 10 11 

" '" £ 4  3  ,  Selan• 
a.��-· ... �� 

-- . 
- - --- 1 S.W. Soun liolem  • . 

- 
2 Sowa �- •oo r .I 

- - 

- -g - 

2. 4 3 2. 11. Bellnla M1UMn dan Mlnum1n 
--- --- 

- 

2. 4 3 2 11. 02. Bllln11 dan Minutn11n R- - � 
• SIDI ,Nkanan dan mmuman r1oar IOR�- 

I 

-- 
.. .  

2. 4 3 2. 21. Honor1rlum 
- - 2. 4 3��. � rmPanit .. 

1Honor Tim P1n1ti1 PORO 
- 

2 Honor S nB.nc,n• PORO ,._ 

J u m l e h  •.•...... 

DlsetuJul I Mengesahkan, 

KEPALA DESA 

1 1 1 1 1 11 1  II  I  11111 I I ' ' ' ' ' '  
0  

I••• 

____ ... � .. -· __ ,,-...---····- 

TELAH OIVERlFIKASI 

SEKRE7ARIS OESA 

2016 

PELAKSANA KEGIATAN 



1, BIDANG 2. KEGIATAN 3. WAKTU PELAKSANAAN 4. SUMBER DANA 
;5. OUTPUT/Keluaran 

, BIDANG PEMBEROAYAAN MASYARAKAT , 3 Ptlatlhan Ketompok Tani dan Nelayan 
1 Bulin 

O.na0e•• 
T1rbln1ny1 Kelompok Tani dan Nelayan 

PEMERINTAH DESA . 
RENCANA ANGGARAN BIAVA (RAB) 
TAHUN ANGGARAN . 

KOOE REKENING �RUBAHAN SETE••wPERUBAHAN 

U R A I A N  SUMBER DANA 'I RINCIAM RH"' N BERT AM BAH/(! 
1 2 3 4 a a VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 

JUMLAH 
VOLUME SATUAN 

HARGA JUMLAH (BERKURANG) 
........ 

1 • 3 3 4 5 
• 

7 a 9 11 

- - 2. 4 3 ,,_. __ ��( 1 • ., ••• 
--- 2. 4 3 2. BttanilBlr!_nV & J111 

- 

,!· 4 3 2. 01. Blllnll Behan P� HIDII 
,_ 

2. 4 3 2 01. 01. AJal T uflt l<anto( DD 
• 8J1v1ATK DD 

�,1� 1:4"" 3 2. oe. 81lani1 Cttak dan P!!!9a1ndun 

2. 4 3 2 06. 02. --c- - � ....... � 
• �v1cet1k DD ';j I 

� 

2. 4 3 2 06. 03. Bel•niR P n&Foto1:.tY"1v µ 
• Biava tndcJtn ,$ foto CODY DD ... 

- 
J,. 4 3 2 BahonP-donP- DD -t- 

t-1• . 

- 
B.t.n PrWdek d9li Petatitwn I - 

- - 

�� 
• 

·- � .. 3 2 Betanie Sewa 

- Beilnl8 NWa Pentlatan DD - 
- 1 Sewa Soun aistem DD 
f- 2 SewaP DD 
f- 

- 
- 

·- ------··· _ ... ,,_.,.._.., .. _,,_,,_ 



T. 4 3 2. 11. BclanJa Makanan dan Mlnuman 

2. 4 3 2 11. 02. Belania Makanan dan Mlnuman Ra 

- Biava makansn den mlnuman fan::H DD 

� 4  3  2. 26. Honorarium 

2. 4 3 1. 26. 05, Honorarium lnstruktur/Narasumber DD 

2, 4 3 2. 15. Belan1a Penalanan Dina• 

2. 4 3 2 15. 01. Bclan!a Pmialanan Olnae Caram Cesa 

- Tran rPel•llhan DD 

Jumtoh •.••..•.• 

Disetujul I Mengesahkan, 

KEPALADESA 

0 0 0 0•11•:0 0•u::·zrsn1111111 

,- - 

! 

·-0, ,., __ rAM, . .....-..,,,_ ,.'""'.'- 

TELAH DIVERIAKASI 

SEKRETARIS DESA 

2016 

PELAKSANA KEGIATAN 



1. BIDANG 
2. KEGIATAN 
3. WAKTU PELAKSANAAN 
4. SUMBER DANA 
;5. OUTPUT/Keluaran 

4 

4 2. 
5 Hirt 

ADD 
Ter1el1ngg1r1ny1 pel1tlh1n Perangkat 0.11 

PEMERINTAH DESA . 

RENCANA ANGGARAN BIAVA (RAB) 

TAHUN ANGGARAN . 

BICA.NG PEMBEROAYAAN MASYARAKAT 

P•�tlhan Ktptla De•• dan Perangkat 0.11 

KOOE REKENING � 
AN SETELAH PERUBAHAN 

U R A I A N  SUMBER DANA DINf 1At.1 PERHIT• •NG•N BERTAMBAHIII 

1 2 3 4 • • 
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 

JUMLAH 
VOLUME SATUAN 

HAR GA JUMLAH 
iBERKURANG) 

........ 

1 2 J 3 4 • • 7 
• • 

11 

2. ,.-n, J .. 

2. 4 2. 2. Selan 1Bar.nn&J111 

r 4 2. 2. Belon I Blrana & JIU 

-· T. .. 2. 2. 01. Bel I Bahan Plkll Hlbll 

. 

2. 4 2. 2 01 01 Ai.t Tube Kaitor A 
- '�- •  Bl1v1ATK ADD !'Iii 
r=- , . 

2 • •  2. 2. 00. Bellln1a Cetak dan P andun 
\.; � 

2. 4 2. 2 06 02. """"'"' C«M 
- BJ1111 c.tak ADD � 

-· - 

'"2. • 2. 2 06 03 - P  n  &  Foto L..ODV - - 

- Biava n anddan & foto c A�:� 
2. 4 2. 2 S-naa Bahmn Pl'llktek clan P.a.t1hen v 

- 
Bahan Prakt9k. den Pelatihan 

• 

- 

2 4  2. 2 

- · -  
�  

Belania MWII Peralatan ADD 
- 1 Sewa $cQl Mtflm ADD 

.. . 

- 
- 2 Sewa P  ADD 

- 
- - -- - 

- --  - -  -  -  

______ .. _ ... ,,,, __ r.o_, __ ,,_......_ ..... _,._,,_ 



- 

Z:- 4  2. 2. 11. Bclanla Makanan dan Mlnuman 

2. 4 2. 2 11. 02. Be!ar11a MaKanan dan Mlnuman RaDat 

• Bfsva makonsn dan minumsn raruit ADD 

� 4  2. 2. 28. Honorarium 

2. 4 2. 1. 26. 05. Honoranum lnatruktur/Naraeumber ADD 

2. 4 2. 2. 11. Bolan1a Penalanan Dinas 

2. 4 2. 2 15. 01. Belanfa PeriRlanan Dlnas Oalam Desa 
. T rsnsDar Polstlhen ADD 

Jum,oh .•..... 

Dlsetujul I Mengesehken, 

KEPALADESA 

'ti'' PT 10' I' IC!' I' Sil' !ti IC! 

TEL.AH OIVERIFIKASI 

SEKRETARIS DESA 

2016 

PELAKSANA KEGIATAN 

1>�oa--"""'•""m•---ru..,._.,.,,,,-...,_.._._,,_u_ 

I 

--- 



1. BIDANG 

2. KEGlATAN 
3. WAKTU PELAKSANAAN 
4. SUMBER DANA 
;5. OUTPUT/Kelu1r1n 

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 
3. 1. PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

12 Bulan 

ADD 
Terselenggarranya kum1n1n & Ket•rtlt>.n Llngkungan 

PEMERINTAH DESA . 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
TAHUN ANGGARAN . 

H S• AN 
KODE REKENING 

RINCl,IU,I lllllalH'ITllll,.U :.aM ., BERTAMBAHII 
U R A I A N  SUMBER DANA 

JUMLAH HARGA JUMLAH 
1 2 3 • I I VOLUME SATUAN HARGA SATUAN VOLUME SATUAN 

........ 
(BERKURANGI 

1 

' 
3 3 • 5 • 7 • • 11 

,. 8 E L A N J A  

- 
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 

�-- 
2. 3. 1. PEMBIN LEMBAGA KEMASYARAKAT 

en 2. 3. 1. 2. -.....n11 8.lr!!!_V & Jau 
2. 3. 1. 2. 01. Bei.nJa Behan P1k1I Habit . ,.. I 

- 

2. 3. 1. 2 01. o�. ITullo ADO 1 ...... - ' • Bl1v1ATK 
., 

2. 3. 1. 2. oe. Be!anJa Cellik dan Penon1ndun 
.. 

2. 3. ,. 2 06. 02. Belli· C«ak l.�, • Biava c:«ak ADD 

2. 3. 1. 2 Oii. 03. a.ton,,,P-&Foio 
. & folo ADO 

2. 3. 1. 2. 11. BetanJa Maltanan dan Mlnum11n 

2. 3. 1. 2 11. 02. Bela'"" Mabn9n dan Minum11n Ra 
• Biava mMan.n dan minuman ,.,..., ADO 

2. 3. 1. 2. 28. Honorar1um I 

2. 3. 1. 1 26 05 HOl"IOrllrUTl IIWlruktur/Naraaumb« ADO 
I 

2. 1. 3. 2. 15. Belanta P1n1lanan Dina, 

2. 1. 3. 2 15. 01 Belan� pori.i.ru,n Omaa 01lam 0- 

T ranspor Pelatihan ADO 

J u m l a h  •....•... 

Diselujul I Mengesahkan, 

KEPALADESA 

... ., . 

·--------- .. ··-·,·----·-"- 

TELAH DIVERIFIKASI 

SEKRET ARIS DESA 

2016 

PELAKSANA KEGlATAN 



1. 

2. 

3. 

•. 

;5. 

BIDANG 
KEGtATAN WAKTU PELAKSANAAN SUMBEROANA OUTPUT/Kelu1r1n 

PEMERINTAH DESA . 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
T AHLIN ANGGARAN . 

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CESA 2. 2. PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN 
I BULAN ADD, DANA CESA 
Ter�ngunny1 Jalan Ot11 dan Jilin Llngkungan 15:ZO M 

KODE REKENING � U H  SETELAHPERUBAHAN U R A I A N  SUMBER DANA ••  RIN PERH GAN 8ERTAM8AH/f 
1 2 3 • I 8 VOLUME � ARGA SATUAN JUMLAH 

VOLUME SATUAN HAAGA JUMLAH fBERKURANGI 
··-····· 

1 

' ' ' • • • T • • 10 11 

z. B E L A N J A  I  

2:-222. Sil11a8ir� • Jiii � r..._ 
,. ' ' ,. o-r.- Bilin i1lflfiin Piii.ii MIDII �- 

Z-r-2 2 01. tit Alla 
, ... 

• DIIVI 
" � '  

<  • •  ,  ,. ;.u1. 1n11 nonora�lum (£) 
2. 2 2 Z. 2a. onor1num ,j' 

onor .. AO 
onor �g-� 

. f- 
onor 

z-i--r--2:--u �Emenm '"''" 
�Ou 

z, 2 2 3. Belanla Modal 

2. 2 2 3. H. Belan11 Modal J I 11l&J1 an - Penaadun Jalan 

2 2. 2. 3. 59 02. Ol!tlllnia Modal J.aan lrigasl & �n Jakin o..a 

1. J1/1n I s desa ��t B.ton 

1 Batu DO 
2 Pasir '" - 3 ...,,., 

00 

4 Kerikil 00 

s LJpah Pekllria 00 

6 Saw• Alat clan W1/1s 00 

7 Juru Gamba, 00 

J u m l 1 h  ......... 

Disetujui I Mengesahkan, 

KEPALADESA 

. . . . . . . . . . . . .  ,  .  

·---------·-,·-----·-»- 

TELAH DIVERIFlKASI 

SEKRETARIS OESA 

2016 

PELAKSANA KEGtATAN 



1. BIDANG 
2, KEGIATAN 
3, WAKTU PELAKSANAAN 
4. SUMBER DANA 
;5. OUTPUTIKeluaran 

PEMERINTAH OESA . 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
T AHUN ANGGARAN . 

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
1. 4. OPERASIONAL RT/RW 

12 BULAN 
ADD 
Tertelengg•ranya ktglatan RT/RW dengan lancar 

KOOE REKENING SE� 11M PEAUBAH SETE1 p u 

U R A I A N  SUMBER DANA RINCIAN PERH BERTAMBAHl(I 

1 2 • • 5 • 
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN 

HARGA JUMLAH (BERKURANG) - .. ., .. 

1 
' ' ' • 5 • 7 • • 10 11 

- 2, rs E ( :A: N J A  
- .  

.  

- t-W.:--�· OPERASIONAL RTIRw 
,2._1_ . • .  2. Btlania Barann &__l.111 

� \.. 2. 1. 3. 2. 01. BtlanJa Bahan Pakal H1bl1 

- - - 
2. ,. 3 'J. 01. 01. Alai Tula Kantor � 

- Bl•'{,• A II( 
_ ...... 

�, 
2. 1. 3. 2. 06. Belainla Ceuk dan Ptn 1nd11n 

--� 
· �  2. 1. 3. 2 Btlania CetH 

- Blava�t,k b 
2. 1. 3. 2 . 03. e,11n• P �&FotoCopl 

- 81,v, ,n ".S fDto 

2. 1. 3. 2. 11. s.111111 Malt.ll'lln dan Mlnuman 

2. 1. 3. 2 11 02. Btllnja Makan.n dan Mlnumri R 
• Slav, fflMenan dan nwnumen ranat 

2. 1. 3. 2. 1,. 8ttan11 P1rt1L1nan D1na1 
2. 1. 3. 2 15 01. Bellin• P� OinN Oalam 0... 

- B/1111 a/anan dints dalam desa 

2. 1. 3. 2 1s: 02. 811�011"111 L.UlltO.. 
• S/1 • 1/1111n dlna, lua, C#u 

- 

J u m l • h  . . .  

Dlsetujul I Mengesehkan, 

KEPALA DESA 

11111 'I 11111  C  11 I I II I 111 ti I IP 

·---------·-·---,,---·-·-"'- 

TELAH OIVERIFIKASI 

SEKRETARIS DESA 

2016 

PELAKSANA KEGlATAN 



1. BtOANG 
2. KEGIATAN 
3. WAKTU PELAKSANAAN 
4. SUMBER DANA 
;5. OUTPUTIK1h111r1n 

PEMERINTAH DESA . 
RENCANA ANGGARAN BIAVA (RAB) 
TAHUN ANGGARAN . 

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OESA 
1. 3. OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

12 BULAN 
ADD 
Lanc1rny1 Keglmn BPD 

KODE REKENING � 
AN LA 

U R A I A N  SUMBEROANA H AN RINCIAN BERTAMBAHl(B 

1 2 3 • I I VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN HAR GA JUMLAH IBERKURANG) 
..... "" 

' 
, 

' • • A , 

• • " 
.. d-rr11,no1a 

2. 1. tslDANQ PENYELENGQaw.a.aN PEMERINTAHaN CESA 

2. 1. 3. OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWAAATAN 
2. 1. 3. 2 Be111n1a Ba� & JISI 

- 2. 1. 3. 2. 01. Btlln11 Ba Pa•ai n1bl1 

2. 1. 3 2 01. 01. Aloi Tulia 
· c,av,ATK 

2. 1. 3. 2. oe. Bel1nl1 Cetak dan Pennn1ndaan 

2. 1. 3. 2 06 02. 
-c- 
• Bley, cetek � 

� 

" 
2. 1. 3 2 06 03 Belanill p & FotoCnnv 

- Bi•v• nannn1nddan & foto CODY ,..... .. 

" 
I 

2. 1. 3. 2. 11. Belanla Makanan dan Mlnuman A- - 
. - 

2. 1. 3 2 11 02. Belania. Mak:aMn dan Minoman R- ...... 

- Biava makanan den mJnuman ,, t 

I" 2. 1. 3. 2. 15. Belanla Perlalanlln Dln11 ,CD 
2. 1. 3 2 15 01. BelaNII � Oinu Oalam 0... ... � 

- Biev, . .,.,,.,., dinn dalam dtN 

2. 1. 3. 2 15. 02. Bela . p Oinas Luar Cesa 
. Biaya mria/anan cinas Juar desa 

" 
m .... 

Dlsetujul I Mengesahkan, 

KEPALADESA 

a ....,, _ _.,,...:- ,_111_ 

TELAH DIVERIFIKASI 
SEKRETARIS DESA 

2016 
PELAKSANA KEGlATAN 



1. BIDANG 

2. KEGlATAN 

3. WAKTU PELAKSANAAN 

,. SUMBER DANA 

;5. OUTPUT/Keluaran 

PEMERINTAH DESA . 
RENCANA ANGGARAN BIA YA (RAB) 
TAHUN ANGGARAN . 

1, BIOANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN CESA 
1, 2. OPERASIONAL PERKANTORAN 

12 BULAN 
ADO 
Lancarnya Keglatan Kantor 0.11 

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 
KOOE REKENING 

U R A I A N  SUMBER DANA RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN BERTAMBAH/(1 

VOLUME 
JUMLAH HAR GA JUMLAH 

1 2 3 4 5 • SATUAN HARGA SA TUAN VOLUME SATUAN (BER KU RANG) 

1 ' ' • • 8 7 • • 10 11 

2. B E L A N J A  
2. 1. 2. 2 BelanJa Barana & Jan 

2. 1. 2. 2. 01. Belanla Bahan PIXII Habit 

2. 1. 2. 2 01. 01. Alat Tui& Kantor ADD 

2. 1. 2. 2 01. 05, Belanja P.,.tan Kebmlhan & Bahan Pembersih ADD 

2. 1. 2. 2. 06. Belanla Cetak dan Penoaandaan �.,-. 
2. 1. 2. 2 06. 02. Belanla Cetak ADD �I � 

- I.. 

2. 1. 2 2 06. 03. Belanja P ... n & Foto Coov ADD � -  
2. 1. 2. 2. 11. Belan11 Makan1n dan Mlnuman x-' 

�  

2. 1, 2. 2 11. 02. Belanla Makanan dan Minuman Ran.it ADD -,r,� 
r 

- ,, • ii., :.£, an1a Penawinan otnas a 

- 2. 1. 2. 2 15 01. BelanMI P-n Oinas Oalam Oe&a 

- Biava ·-,.nan dinas dafam des. ADD 

2. L2 2 15 02. e-1'1111 F> • n Oina1 Luar Deu 

• Biava nana/#Jan dJnas Juar deu ADD 

·----- ............ ,n, __ ,.,..,._,.,.,.,.,.. __ ._,_11_ 



2. 1. 2. 2. 18. Bolanla Pomellharaan 

2. 1. 2. 2 18. 04. Belanla Pemeliharaan Peralatan dan Masin 

• 8/svs oemellhsrasn aeralatan, perlenaka-n & mssfn kantor ADD 

2. 1. 2. 2 18. 05. Be!ania Pemeliharean Geduna dan Banaunar, 

- Bfave oemelihsrasn Grtdung Kantor Dess ADD 

2. 1. 2. 3. Belanla Modlll 

2. 1, 2. 3. 29. Bolan1a Modal Pora1atan & Mesln • Ponaadaan Komovter 

2. 1. 2. 3. 29. 02. Bolanla Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Personal Komn11ter 

1. Nole Book/Lao Too ADD 

J u m / n lt  .. 

Dlsetujul I Mengesahkan, 

K!:PALA D!:SA 

................. , .... ,.,.,,. 

------JOIJ\_,._IUQl·-·/_.... I_U_ 

TELAH DNERIFIKASI 

SEKRETARIS OESA 

2016 

PELAKSANA KEGIATAN 



PEMERINTAH DESA . 
REN CANA ANGGARAN BIA YA (RAB) 
TAHUN ANGGARAN . 

1. BIDANG 
2. KEGIATAN 
3. WAKTU PELAKSANAAN 
4. SUMBER DANA 
;5. OUTPUT/Keluaran 

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
1. 1. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 

12 BULAN 

ADD 
Terbaya,anya Slltap dan tunj1ng1n Kade• din per1ngk1tny1 

SUMBERDANAt-����-R�IN_C_IA�N_P_E_R_H_rr_u_N�G�A_N����--l 
SEBELUM PERUBAHAN 

RINCIAN PERHITUNGAN 
BERT AM BAH/(! 

RKURANG) 
11 

JUMLAH 

• 

HARGA 
..... ,, .. �, 

• 

BATUAN 

SETELAHPERUBAHAN 

7 

VOLUME 
8 

JUMLAH 
HARGA SA TUAN 

• 

SATUAN 
4 

VOLUME 
3 3 2 

U R A I A N  

KOOE REKENING 

2. 

2. 1. 

2. 1. 1. 

2. 1. 1. 1 

2. 1. 1. 1 01. 

2. 1. 1. 1 01. 01. 

B E L A N J A  

BIO•NR P•NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DEBA 

PENGHABILAN TET AP & TUNJANGAN 
e1t1in1a aw al 
P1nah11J11n Tetao dan Tun11 an 

t--������-t--�'�·�K�•P",-�_Dec-:sa:- .. _ .. _ .. _.··-··-··�··�"�"·� .. �··-··-··-···-··-··-··-··-···-·�������-t,A�D�D,_���1-�:"i,,.� 
t-������-t--�2�-�S�•""'�'�•n�•�De�sa�··�···�··-··�··�"�···�··�··�··�·-�···-··-··-··�··�···�··�·-�··�··-···�����-;-A�D�D:-��--;--_� � --��-1-�����-1-�����-+-�����-+�����-+����-+-����-+-����--ae-���� 

3. K•ur/Ka.sl .....•..........•••..•.•..................................... ADD "- J 

4. Ken.fa Dusun.................................................. ADO 

2. 1. 1. 1 01. 04 Tunim.rv,anBanPenmJSYIWllrttanOesa(BPD) 

1. Ketu, BPD ..............................•................ ADD 
2. Waki/Ketu• ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .•. .  ADD 
J. Sekrelaris •. . .....•. , . ADD 

4. Anggota BPD , . ADD 

J u m l e t'I  •.....•.• 

Disetujul I Mengesahkan, 
KEPALADESA 

TELAH DIVERIFIKASI 
SEKRETARIS DESA 

2017 

PELAKSANA KEGIATAN 

.......... ......... ......... .  

• 

-- .. -...-- ... --,·-·--,·--···-·-"- 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 
KECAMATAN . 

DESA . 

KEPUTUSAN KEPALA DESA 

NOMOR TAHUN2018 

TENTANG 

Menimbang 

Mengingat 

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) 
DESA. . 

KEPALA DESA , 

a. bahwa pengadaan barang/jasa di desa yang efisien, 
efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong 
royong dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan 
barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga 
akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; 

b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan Barang/Jasa Desa 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 
Tim Pengelola Kegiatan (TPK); 

c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan 
inidipandang mampu dan memenuhi syarat yang 
ditetapkan sebagai Tim Penngelola Kegiatan (TPK) di 
Desa . 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembenkan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

i 

{ . 

.... 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

6. Pemerintah Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 113  Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 114  tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1359); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
49/PMK.07 /2016 tentang Tata cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 478); 

1 1 .  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
199 /PMK.07/2017 ten tang Tata Cara Pengalokasian Dana 
Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1884); 



12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 

13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2018 
tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lwu 
Utara Tahun 2018 Nomor . . . .  )  

Memperhatikan Hasil Rapat Pembentukan Tim Penge!ola Kegiatan (TPK) 
Desa Nomor tanggal . 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
KESATU Mengangkat Tim Penge!ola Kegiatan 

sebagai berikut: 
Ketua 
Sekretaris 
Anggota 

(TPK) di Desa , 

KEDUA Togas pokok dan kewenangan Tim Pengelolah Kegiatan 
(TPK) adalah sebagai berikut: 
1.  Menyusun rencana pelaksanaan swake!ola, meliputi : 

a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
b. Rencana penggunaan tenaga , kebutuhan bahan 

dan peralatan; 
c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan 

kontruksi); 
d. Spesifikasi teknis; dan 
e. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB) 

2. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa meliputi: 
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data 

harga pasar setempat atau harga pasar terdekat 
dari desa tersebut; 

b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan 
ongkos kiriman atau ongkos pengambilan atas 
barang/jasa yang diadakan. 

c. Spesifikasi teknis barang/jasa; dan 
d. Khusus untuk perjaan kontruksi, disertai gambar 

rencana kerja 
3. Menyiapkan gambar realisasi pelaksanaan 

(pumalaksana). 
4. Melaporkan basil pelaksanaan kegiatan kepada 

kepala desa. 



KETIGA 

KEEMPAT 

KE LIMA 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, TPK 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa . 
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 
dibebankan pada anggaran yang sesuai Dengan APB 
Desa Tahun Anggaran 2018 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan . 
Pada tanggal . 

KEPALA DESA, 



Contoh Undangan Pengadaan Barang/ Jasa yang dibuat oelh TPK Kepada Penyedia 
Barang/Jasa 

TIM PENGEWLAH KEGIATAN 

DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA 

Alaroat . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  ,  2018 

Nomor 
Lampiran 
Perihal Undangan Pengadaan 

Barang/Jasa 

Kepada 
Yth . 

di- 

Yang Bertanda tangan dibawah ini :  

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Ketua Tim Pengelolah Kegiatan 

Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Utara 

(TPK) 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan : 

Kegiatan 

Lokasi 

Dengan ini kami, menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut: 

No. Nama Barang/Jasa Volume/Satuan Spesifikasi Keterangan 
Ruang Lingkup 

Pekerjaan 

Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas 

pengadaan barang/asa tersebut diatas dengan mencantumkan nama 

barang/jasa, volume/satuan, spesifikasi dan harga. 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

Ketua TPK 

( ) 



Conteh Surat Surat Serita Acara Negosiasi/Klarifikasi 

TIM PENGELOLAH KEGIATAN 
DESA. KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA 

Aiamat . 

BERITA ACARA NEGOSIASI/KLARIFIKASI 

Pekerjaan 

Nomor 

Tanggal 

Lampiran 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Uraian Lingkup Pekerjaan) 

Pada hari ini tanggal tahun , dimulai pada 
pukul.. dengan mengambil Tempat di yang bertanda tangan 
dibawah rm Ketua Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) 
Desa Kecamatan Kabupaten tahun Anggaran 2018 yang 
diangakt berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa 
Nomor tanggal bulan tahun telah melaksanakan Negosiasi/Kiariflkasi 
terhadap penawawaran untuk penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas yang 
diajukan oleh Anggota Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) dan Wakil dari Penyedia 
Barang/ J asa 

Hasil Negosiasi/Klaritkasi sebagai berikut: 

No. Uraian Spesifikasi Harga Harga Keterangan 
Pekerjaan Penawaran Negosiasi 

(Rnl (Rnl 

Memenuhi/tidak Diterima/ tidak 
memenuhi diterima 
persyaratan (berdasarkan 

pertimbangan 
spesifikasi dan 
hargal 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya 

Ketua Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) 

Nama 

Setuju 

Penyedia Barang/jasa 

Tanda Tangan : . 

Nama 
. 

. . . Tanda Tanga : . 



Contoh Surat Penawaran 

TOKO . 

DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA 

Alamat . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  ,  2018 

Nomor 

Lampiran 
Perihal Penawaran Barang/ Jasa 

Kepada 
Yth. Ketua TPK Desa . 

di- 

Yang Bertanda tangan dibawah ini:  

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Direktur/Pimpinan/atau Sebutan Lain atas Nama Perusahan 

Berdasarkan Surat Ketua TPK Desa . 
Kecamatan Kabupaten Nomor Tanggal ..  :  
. . . . . . . . . . . . . . . .  tahun Perihal Undangan Pengadaan Barang/Jasa, maka 
dengan ini kami menawarkan barang.jasa sebagai berikut 

Dengan ini kami, menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut: 

No. Nam a Barang/ Jasa Volume/ Speslllkasl Harga Satuan Jumlah Harga Keterangan 

Ruang Llngkup Satuan 
Pekeriaan 

Jumlah Rp . . . . . . . . . . . .  
(terbilang] 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

HormatKami 

Pennyedia Barang/Jas 

( ) 



Contoh Surat Perjanjian Kerja sama antara TPK dengan Penyedia Barang/ Jasa 

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 
NOMOR : . 

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan 
dibawah ini : 

Yang Bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Ketua Tim Pengelolah Kegiatan 

Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Utara 

{TPK) 

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal Tahun 2018, 
bertindak sebagai penanggungjawab keguatan . 
Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Direktur/Pimpinan/atau Sebutan Lain atas Nama Perusahan 

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua 

Berdasarkan Berita Acara negosiasi/Klarifikasi Nomor 
. . . . . . . . .  tanggal tahun atas pekerjaan PIHAK 

KESATU DAN PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

Jenis pekerjaan 

Lokasi 

Uraian Pekerjaan 

Uraian Nilai Perjanjian : . 

NO Jenis Volume Harga Satuan Jumlah Harga 
Baran I! I J asa 

JUmlah Ro. 

Dengan Huruf 

Waktu Pelaksanaan: hari, terhitung sejak penandatangan 

surat perjanjian ini . 



Cara Pembayaran : 

1 .  Tidak ada Uang Muka 

2. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai dengan pretasi kemajuan 

pelaksanaan menurut bukti "sertifikasi" yang telah dilakukan oleh Tim 

Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengawas 

Persyaratan : Sesuai Persyaratan Umum terlampir 

Ketentuan lain 

a. Pembatalan Kontrak 

Bila dalam waktu hari setelah penandatanganan surat perjanjian 

ini belum ada kegiatan pelaksanaan, maka Pihak Pertama berhak 

memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Pihak Kedua dan 

mengalihkan kepada Pihak Lain, tanpa memberitahukan kepada pihak 

Kedua, dan kontrak kerja ini gugur dengan sendirinya. 

Biaya materai menjadi kewajiban Pihak Kedua. 

Perjanjian ini di buat rangkap 5, dua dengan materai Rp 6.000 dan 

mempunyai kekuatan hokum tetap yang sama. 

Masing-masing pihak bertanda tangan menyimpan satu copy/ exemplar 

satu ekslemper dikirim kepada Kepala desa sebagai Kuasa pengguna 

Anggaran. 

b. 
-�. 

\ 
c. 

, 

d. 

Pihak Kedua 

Penyedia Barang 

( ) 

Kepala Desa 

( ) 

Mengetahui, 

Pihak Pertama 

Ketua TPK 

( ) 

BPD 

( ) 



PEMERINTAH KABUPATEN, _ 

KECAMATAN ········-··· 
DESA . 

FORM CALON PEKERJA PADA KEGIATAN PADAT KARYA TIJNAI 

Form PKT-1 

Jenis Kelamin Keterangan 
Status (Mandor/Tukang/ 

No Nama Calon Pekerja 
Pekerja) 

LK Pr RlM Penganggur 

Jumlah 



JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI : . 
LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI : . 

PEMERINTAH ICABUPATEN . 

KECAMATAN . 

OESA -·-···-·-·-·· 

FORM PEMBAYARAN HOK)• 

Tanggal Kerja darl s/d . 

Form PKT-2 j 

Status Hari Kerja /Tanooal Kerja 
Jumlah Upah 

No Nama PekerJa (Mandor/Tukang/ Jenls Ke1amln 
Jumlah Harl Upah/Harl 

Tanda TangaN 

Pekerja) 
KerJa (Rp) (Rp) 

Jumlah 

Ket)• : 1 HOK= 8 Jam kerja/harl 

Mengetahui 

TPPKD 

.......................... , 2018 

Yang Membayar 



Sampal dengan Bulan: , 

PEMERlNTAH KABUPATEN .••• - .•. -"""" 
KECAMATAN ••.•.•.•.•.• --. 

CESA--."-··--·· 

WORAN R£NCANA DAN REAUSASI PELAICSANAAN PADAT KARYA TUNAI 

Keglatal"I Rencana Anaiaran PKT Reallsasl PKT Pemanfaat 
No RKP Desa No APBDes; No 

(Rp) 
JumlahHOK Pena a nu 

No N1ma Kealatan Anuaran (Rp) Anuaran HOK Jumlah HOK Jumlah RP LK Pr RTM 
ur 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

OST 

Jumlah Total Oesa 

Ket)': 1 HOJC .. a Jam kcrJa/h.irl 

........... , ""'"'"'" 2018 

Menaetahul 

Kopal.i Oesa 

Yang Melaporkan 
TPKOesa ... _ 

r 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 

KECAMATAN . 
DESA . 

KEPUTUSAN KEPALA DESA 

NOMOR TAHUN 2018 

TENTANG 

Menimbang 

Mengingat 

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA PEKERJAAN 

DESA . 

KEPALA DESA , 

a. bahwa dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan 
pekerjaan kegiatan infrastruktur 
Desa Kecamatan Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran , maka dipandang perlu 
menetapkan panitia Pemeriksaan hasil pekerjaan fisik; 

b. bahwa untuk dimaksud tersebut diatas, perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa 
. . . . . . . . . .  Kecamatan Kabupaten Luwu Utara. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembenkan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

6. Pemerintah Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 114  tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1359); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
49 /PMK.07/2016 ten tang Tata cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 478); 

1 1 .  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
199/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana 
Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1884); 



12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nornor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedornan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah 
Nornor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 1506); 

13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor Tahun 2018 
tentang tentang Pedornan dan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lwu 
Utara Tahun 2018 Nornor . . . .  )  

," -" 

Memperhatikan 

Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

APB Desa Kecarnatan Kabupaten 
Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 

MEMUTUSKAN : 

Mengangkat Tim Perneriksa Pekerjaan kegiatan 
Infrstruktur dusun di Desa , 
sebagai berikut: 
Ketua 
Sekretaris 
Anggota 

Togas Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah sebagai berikut: 
1. Memastikan dokumen Perencanaan tersedia. 
2. Merneriksa dan menilai sebagian dan/ atau seluruh 

hasil pelaksanaan kegiatan Pernbangunan 
Insfrastruktur . 

3. Perneriksaan terbagi atas 2 yaitu : 
a. Pemerikasan berkala dilakukan selama 3 (tiga) 

tahap, meliputi : 
1. Tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan 

terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari 
keseluruhan target kgiatan; 

2. Tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan 
terhadap 80% (Delapan puluh per seratus) dari 
keseluruhan target kgiatan; 

3. Tahap pertarna : penilaian dan perneriksaan 
terhadap 100% (Seratus puluh per seratus) dari 
keseluruhan target kgiatan; 

b. Pemeriksaan insidentil/situasional berdasarkan 
kebutuhan. 

4. Tim pemeriksa pekerjaan melaporkan hasil 
pemeriksaan kepada Kepala Desa. 



KETIGA 

KEEMPAT 

KELI MA 

dalam melaksanakan tugas, Pemeriksa Pekerjaan 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa . 
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 
dibebankan pada anggaran yang sesuai Dengan APB 
Desa Tahun Anggaran 2018 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan . 
Pada tanggal . 

KEPALA DESA, 



BERITA ACARA BASU. PENGUKURAN 

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan 

Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tenaga Perencana 

Infrastruktur Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan Kabupaten Luwu 

Utara telah melakukan pengukuran lapangan untuk pekerjaan 

infrastruktur/pekerjaan fisik sebagaimana (daftar terlampir). 

Demikian berita Acara ini dibuat, dengan penuh rasa tanggungjawab 

untuk dipergunakan sebagimana mestinya. 

TENAGA PERENCANA 

INFRSATRUKTUR DESA . 

Kepala Desa . KETUA BPD . 

Mengetahui 

CAMAT . 



DERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN INFRASTRUKTUR 

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan 

Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim pemeriksa pekerjaan 

yang diangkat berdasarkan keputusan kepala Desa Nomor Tahun 2018 

tanggal ten tang pengangkatan Tim Pemeriksa Pekerjaan lnfrastruktur 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Desa Kecamatan telah memeriksa pekerjaan dengan 

teliti sebagaimana (daftar terlampir). 

Demikian berita Acara ini dibuat, dengan penuh rasa tanggungjawab agar 

dipergunakan sebagiroana mestinya. 

TIM PEMERIKSA PEKERJAAN 

1. NAMA 

TANDA TANGAN 

2. NAMA 

TANDA TANGAN 

3. NAMA 

TANDA TANGAN 

MENGETAHUI : 

KEPALA DESA . 



lAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR 

KEGIATAN 

DESA 

KECAMATAN 

KABUPATEN 

TANGGAL 

PEKERJAAN YANG DIPERIKSA 

JENIS PEKERJAAN SKETSA GAMBAR DAN UKURAN JUMLAH/VOLUME YG OICAPAI 
UKURAN /DIMENSI KUALITAS PEKERJAAN 

CATATAN PEMERIKSAAN 
SESUAI RENCANA TIDAK SESUAI TIDAK 

...........•....•................ Tanggal ..................•....•.•............ 

Mengetahul 

KEPAlA DESA 

................................ 

Tim Pemeriksa 

1. Nama 

Tandatangan 

2. Nama 

Tandatangan 

3. Nama 

Tandatangan 



LAMP/RAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR 

KEG IA TAN 

DESA 

KECAMATAN 

KABUPATEN 

TANGGAL 

BAHAN DAN ALAT YG DIPERIKSA 

JENIS BAHAN DAN ALAT 
VOLUME KUALITAS 

CATATAN PEMERIKSAAN 
SESUAI TIDAK SESUAI TIDAK 

................................. Tanggal... . 

Mengetahui 

KEPALA DESA 

................................ 

Tim Pemeriksa 

1. Nama 

Tandatangan 

2. Nama 

Tandatangan 

3. Nama 

Tandatangan 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 

KECAMATAN . 

DESA . 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTlAK 

Nomor: - ... 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Dengan ini menyatakan dan tanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut: 

1. Usulan kebutuhan anggaran yang telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa. 

2. Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka persepakatan kebutuhan anggaran 

telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh pemerintah Desa dan siap untuk 

diaudit sewaktu waktu; 

3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa telah disusun mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku; 

4. Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran formil dan material atas usulan kebutuhan 

Anggaran yang diajukan; 

5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian 

Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara; 

6. Dalam hal ini terjadi permasalahan hukum terkait dengan penggunaan anggaran menjadi 

tanggung jawab Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

(PKPKD). 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan 

tidak dibawah tekanan 

Kepala Desa 

....... 

.... 

f INDAH PUTRI INDRIANI 

BUPATILU 



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BEIANJA 

DESA •.••..•.•••.....••.........•.•....•.•••.•... KECAMATAN-·-·-·-··--·----·-·· 

TAHUN ANGGARAN ......•.....•...........•..••. -·-·--·-·-- 

1 Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

2 Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD 

NO PENERIMA 
Nomor dan Nama 

Rek Bank 
URAIAN JUMLAH 

1 Nirwati dkk 

0001/kwt/05.01/2016 

2 Nirwati dkk 

0001/kwt/05.01/2016 

jumlah 

Rp 

Rp 

Rp 

(Rp) 

8.000.000 

8.000.000 

16.000.000 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan 

administrasi dan pemerik.saan sesuai peraturan perundang-undang. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat denggan sebenamya . 

................................ , tanggal. . 

Pelaksana kegiatan 

Petunjuk pengisian 

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa 

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa 

3. Kolom 1 dengan nomor urut 

4. Kolom 2 diisi dengan penerimaan pembayaran yang ada dibukti belanja 

5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 

6. kolom 4 diisi dengan rincian jumlah belanja 

7 baris jumlah diisi dengan jumlah belanja 



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

DESA ••.....•.....••.•..••.••••••........... KECAMATAN ..•.....••............................. 

TAHUN ANGGARAN .......................•........................ 

1. Bidang 

2. Kegiatan 

NO TANGGAL URAIAN 

PENERIMAAN (Rp) 

DARI BENDAHARA SWADAYA MASYARAKA 

NOMOR 

BUKTI BELANJA BARANG DAN 

JASA 
BELANJA MODAL 

JUMLAH PENGRMBALIAN 

KEBENDAHARA 

SALDO 

KAS (RP) 

PENGEUARAN (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total Penerimaan Total Pengeluaran 

Total Pen1eluaran + Soldo Kas 

.......................................................... , 20 

PELAKSANA KEGIATAN 

Catatan Pengisian : 

l. Bldang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok 

2. keglatan diisi dengan nomor urut 

3. kolom l diisl dengan nomor urut 

4. kolom 2 dlisl dengan tanggal transaksl 

5. kolom 3 dlisi dengan uraian transaksi 

6. kolom 4 diisl dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara 

7. kolom 5 diisl dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat 

8 kolom 6 diisi dengan uraian transaksi 

9. kolom 7 dlisl dengan Jen ls pengeluaran belanja barang dan jasa 

10. kolom 8 dilsl dengan jenis pengeluaran belan)a modal 

11. kolom 9 dlisl dengan Jen is jumlah rupiah yang dikemballkan kepada bendahara 

12. kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah 



SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
DESA ••..•••...•.•.••.•.•..•.•.•••..••..•••••.•.. KECAMATAN •••.•••••••••••••••••.•.•••••.•••. 

TAHUN ANGGARAN •. ·-·-·········································· 

1 

2 

3 

Bldang 

Keglatan 

Waktu pelaksanaan 

: Bidang Penyelanggaraan Pemerintahan Desa 

: Pembayaran Penghasllan Tetap 

: 12 Bulan 

Rinclan Pendanaan : 

Telah dilakukan Verifikasl 

Sekretaris Desa 

1 5.1.1.01 
2 5.1.06 
3 

PAGU ANGGARAN 
PENCAIRAN S.D PERMINTAAN 

JUMLAH SAMPAI SAAT INI SISA DANA 
YG LALU SEKA RANG 

(Rp) (Rp) (R I (Rp) (Rp) 
4 5 6 7 8 

Rp 96.000.000 Rp 16.000.000 Rp 16.000.000 Rp 80.000.000 
Rp 45.000.000 Rp Rp Rp 45.000.000 

125.000.000 16.000.000 Rp 

....................... , tanggal . 

Pelaksana kegiatan 

16.000.000 Rp Rp umlah 

URAIAN 

3 

Penshasllan Tetap Kepala Desa dan Peranskat Desa 

tunJanaan BPD 

2 

kode rekenlng 

1 

ND 

SotuJu untuk dlbayarkan 

Kop1l1 Dosa 

Tel1h dlbayar lunas 

Bendahara 



FORMAT BUKU BANK DESA 

BUKU BANK DESA 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

BULAN 

BANKCABANG 

REKENING NO. 

PEMASUKAN PENGELUARAN 

NO. 
TANGGAL 

URAJAN TRANSAKSI BU KTI TRANSAKSI SALOO KET. 
TRANSAKSI SETORAN BUNGABANK PENARIKAN PAJAK BIAVA AOMINISTRASI 

A B c 0 E F G H I J K 

'\ 

- ... '§;z� - 

I" �\.'S 
-·Q·� 

1 1  '  I  

� 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •  20 . 
MENGETAHUI 

KEPALA DESA, BENDAHARA DESA, 

11111 'Ill' I 'II ••••••••  ,  .,,11, 1111 



FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

NO. TANGGAL 
KODE REKENING 

U R A I A N  PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO KET. 
1 2 1 3  4  6  I  6  

A  B  c  D  E  F  0  H  

Ro  
-- 

1 2 1 2 3 2Q 02 Palak PPN & PPh oernbellan Note Book Rp 165.500.00 165.500,00 Ro - 

Ost . . . . . . . . . . . . . .  
- 

2 

"�� -- 

- - - -  -  

I  L'I{_"-' _,, - 

J U M L A H  ....... 

s...� 

� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . . . . . .  

MENGETAHUI 

KEPALA DESA, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BENDAHARA DESA, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



PEMERINTAH DESA ...............••.. 

SUdah terlma dart 

uong Se}umloh 

Nama ICegiaml 
KodeRek..�n� 

KWJTANSI PENGELUARAN 

NOMOR: .•..•••.•..•.•...•....••... _ •••• 

Sumber: ..... 

Potonpn hJak : 

Nllal 

Pot Pajak PPN 

Pot Pajak PPh 

dlbayarkan 

Terbllans 

Olsetujul, 

Kepata Oesa 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

iRp. 

-----· - ----· 20 _ 

Yang Menerima, 

Lunas dlbayar oleh 

Bendahara 

Pada Tgl. ------- 20_ 
No.Buku _ 



BUKU KAS UMUM 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

KOOE REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN JUMLAH 
NO. TANGGAL U R A I A N  (Rp) (Rp) NO. BUKTI PENGELUARAN SAL DO 

1 2 1 3 1 4  5  8  KOMULATIF 
1 2 3 4 5 8 7 8 g 

1 03 JANUARI 2017 Terima Dana Ro 5.000 000,00 � 5 000.000,00 
Bavar Penahasllan tetac kenala deaa Ro 2.500.000,00 01 Re 2.500 000,00 Ro 2 500.000,00 

bavar atk kec On.1raslonal oerkantcran Ro 1000000,00 02 Ro 3.500 000,00 Ro 1 500.000,00 
dtt ... 

. 

- 

" . - - -"' - - - 

��-- 
,_ 

..... 

- -- · • I •  - . 

� -  
.  

>  

- -  
:  I  -2'  e-,  

I  I  

-'....G' I 

- � J  
- - 

.  - -- --  ,- 
- 

I 
I 

I 
I 

JUMLAH Rp 5.000.000,00 Rp 3.500.000,00 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . 
MENGETAHUI 

KEPALA DESA, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BENDAHARA DESA, 

'''''  "I 111111111 "11' 11' 11 1 11  '1 ' ' '  



FORMAT REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

KOOE REKENING 
R l= .6. 1  I A .A. A l  

U R A I A N  ANGGARAN 
BULAN LALU BULAN INI SID BULAN IN % SISA ANGGARAN 

1 2 3 • • • 
1 • 

, 

• • • 
T 

• 

1. PENOAPATAN 

1. 1. PENOAPATAN ASLI CESA 
- 

1. 1. 1. HASIL u8AIIA 
- 1. 1. 2. ""°T ............................... - � � 

1. 2. PENDAPATAN TRANSFER 
- - --:!Rj - 

1. 2. 1. DANA DESA DARI APBN - 

� 1. 2. 2. DST •.••.••.••.•••••.••.••..•.•.. � .  
1. 3. PENOAPATAN••1N.t..AIN 

� ·  
1. 3. 1. HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDA� MENGIKAT �;_fdJ 1, 3. 2. DST .............................. 

I � 
JUMLAH PENDAPATAN 1 

2. B E L A N J A  

2. 1. BIOANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN CESA 

2. 1. 1. PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN 

2. 1. 2. DST ••..•.••.•........•.• 

. 

2. 2. BIOANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CESA 

2. 2. 1. OST ..••.••.••.••••..••••• 

11-..,t11r...,_..., __ ,_JOJ�,--u.,,,r,, _ _..,._,_1_1_ 



• • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

'<fS30 Vl'<fd3>1 

. . . .  oz , . 

NlllaVOONV NV!>Nnl1H�3d (DNvianM�Hl931 VSIS 

NYAl8W3d HYlWnr 

- 

•................ !SQ 'I ·z ·c 

NVYAV19W3d Nllla\l013DN3d ·z 'C 

-- ..•••••••••..••.• !SC 'I 'I 'C 

, :-.. 
- ·c v ,·, N A'lfl8W3d N'lf'lfWl�3N3d 'I 

:()-J - N 't' Y A Y l 8 W 3 d  't I II 

- ..... � 
. • ···· tllS�� 1 sn1J�ns 

- '""' ......... 'v.2. 'If 38 HYlwnr 

�61' 
��lj 

••••••..•......... !SC 'I 'I 'Z 

" 
YOOQl:t3l >rtl ONVOlS ·1 'l 

- ,<. 
- 

� 
---- 

•..•..••.......... !SO 
- 

'I •• ·z 

-- 
- -  -  -  lV>t'WltVASVW NVYAVOl:t38�3d ONYQl8 .:.L3. 

--- - 
. - 1--- - -  

••••••••••.••..••.•.• !SC ·�....:L.J_ 

NV!YlMIYASYW3M t8)'43d ONVQJB '[ ·i 

• L • • • r l 

' 9 I . ' ' ' NVltVOON'd \/SIS % NINYln&O/S IN! NYlnB 01"1 NY108 NVltYOONV N V I V M n  
1 8 Y 8 1 1 't' 3 ll  ONIN3>43lt 300>4 



SUMBER DANA : 

LAPORAN REAUSASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

KOOE 
REKENINO U R A I A N  ANGGARAN REAUSASI I..EIIIHIKURAHO 

2 3 • • • 
1 2 3 • • I 

_, .. 

--- 

-·-- 
PENDIIPAT NC AR.I DEM 

--- 
............. • • 

• 2 ...... .... 

• 3 fl/ltllNJAYA., PMTlSIP"5! & GC7KNi MnOIG 
. 

• ' 
............. "9IOllrr'ATAN ASll De1A YMO MM 

- -  -  
2  P'BDfoPATAM l1'NISfllt 

. .  

.. .. 

2 • 
OMADelA DMI...,.. 

-- -- - - -  
2  2  ......,...DMl HiUa..PitJIIIIK&.��TBMUJTA 
_,_, __ 

"""'"' .... °""" - 

� 
-- - 

' 
PODJIPATAN � 

.. 

- 

-� - - 
3 • Hl&A.tt ll SUMBANOAN Dit.RI � KE1lGA TAHO SlfATNYA TIOAK MENOIMAT 

_,_, __ 
LNN..u.lN P£HOAPATAN DEIA YANG 1AH 

--- - 

JUMLAH P£NOAPATAH 

8 £ L A N J A  

- 
0  

___ .,.... 

--- 
o" 

. 

0 0  

_  _!',o__  ...  
0 0  ---a,nJna 

-"--"-- - -: ' 
- - - - - -  

12. ........ BEi.ANJA I 

' 12. SURPI..USI !DEFIS � • I 

( - 
, ___ 

P E M B I A Y A A N  •  

1  -- - 
PENERMU.H PBmlAYAAN 

- --- 

_,_._,._ �·aP� - - 

AIUI 
- - - 

1. 2. -- - 

1. 3. ANG DIPISAHKAN 
- 

- 

2. PENGELUARAN PEIEIAYAAN 

2. 1 PEMBENT\JK.AN DANA CADANGAN 

2 2. PENYERTAAN MODAL DESA 
-- - -- 

JUMLAH PEMBIAVAAN I 

-- 

SISA LEBIH PERHITUNGAN (SILPAJ TAHUH ANGGARAN BERl<ENAA.N 

KEPAlA CESA 



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINT AH DESA KECAMAT AN . 

TAHUN ANGGARAN . 

- 

- 

- 

• 

R E A L I S A S I  

• 

- ----+----- 

. 

I- 

I· 

I· 

-t------1 

------ 

. 

I· 

-I· 

----<t-------t- 

, ·----- 

·----� �·---- 

. 

·t----- 

-1-------1------ 

·•------�---- 

- --,------ 1------ 

-------·------ ·--------1------ - 

- -- -------- 

n 

OST·······················- 

a.Jan Wai 

B E L A. N J .A.  

U R A I A N  

0.:  .  

Ost  ..........•..•.•...... 

JUML.AH PENOAPATAN 

2 

HASIL USA.HA 

SWAOAYA PARTISIPASI & GOTOHG ROYONO 

Ost ....•..••••••• _ 

810AHG PB.N<StNt tN PD1BAHGUNAN DE.SA 

PENDAPATAN LAIN-LAIN 

HASIL ASET 

PENDAPATAN ASU CESA 

PENOAPATAN 

Dlt . 

DST ••••••••••.••.••••• 

DII ••..••• -- 

P hasNn T dan Tun 

PENGHASLAHT£TAP & TUN=�J�ANG=AN=------ 

--------- - 

"']:W!��![;;;;==��-��---_- _ � Bel.I McxW .•. .. . .. . . . . ......• 

KOOERE<El9<G 

1 

1. 

1. 1. 

1. 1. 1. 

1. 1. 1. 1. 
1. 1. 1. 2. 

T.1. ,. 

1. 1. 2. 1. 

- 

1. 1. ,. 

1. 1. ,. 1. 

D . .. 

1. 1. .. 1 . 

1--:--i. 

1. 2. 1. 

1. 2. 1. 1 . 

1. 2. 2. 

--- 

- - 

1. ,. 

�,. 1. 

2. 

2. 1. 

,. 1. 1. 

,. ,. 1. 1 
,. 1. 1. 1 01. 

_2_ I 1 1 01 01. 

2. 1. 2. 
Ci. 2. 2 
2. 1. 2. 2. 01. 

2. 1. 2. 2 01. 01. 

2. 2. 

2. 2. ,. 

2. 2. 1. •. 

�1. ,. 01. 
� 

2. 2 1 

' 
01. 01 

2. ,. 

PDIBAHGUNAN .IAI...AN PEIIUKNAN �-a'�,--,---11--cBelc"•nPMocS.1 ""'""'""'---------- 
a.1,nJa Modal ••••••............... 

F����������f=�
0

·:·�···�···�···�--�---�--����ii�ii������i���������������======�����';:...�-�-����jf�=====�--1 P l.AIN-lAW l'EJIIJN)AJAH ASU DES.A YNKJ SAH . _ � � _.. - 
.,,(([)'1 -� =-= 

��;z _ _  �  -- _- = 

----------1----<,.,.,.;;;J. - 

DANA�-DESA--DARI------------------- -� 
...,..��----·-=°'='=·-··_·-_-_··::-_- -�/?'�-====�==========::, _, 

D5T____ � 

JUMLAH BEL.ANJA 

SURPLUS I IOEFISlll •... 

- 

·-------- 

I· 

l-------1· 

. -- - 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

HASIL PENJUAl.AN ICEKAYAAN CESA YANG DIPISAHKAN 
PENCAIRAN DANA CADANOAN 

P E III B I A Y A A N  

PENYERTAAN IIIODAl. DESA 

��--�----t�PEM==� .. �NTUKAH���DANA�';_�c�AD°';,�AN°';,';;a�AN';;::::::::::::::::::.--•-------+--------1·------- 

,. 

_L!. 
-- 

,. ,. 1. 

l. ,. 1. ,. 

l. ,. ,. ,. 

,. 1. 2. 

�-- 

,. 2. 

,. 2. 1. 

a, ,. ,. 

JUML.AH PEIIBIA YAAN 

SISA LEBIH/P<.URANG PERHITUNGAN ANGGA.RAN 

lt[PALA D£SA ·-----· 



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER PERTAMA 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

KOOE REKENING 
REAUSASI 

U R A I A N  JUMLAH ANGGARAN IRP) SEMESTER LALU SEMESTER IN! SO. SEMESTER INI 

" 
SISA ANGGARAN 

1 ' 3 • • • 
• 

, 

' • ' • T • 

1. PENDAPATAN 

1. 1. PENDAPATAN ASLI DESA 

1. 1. 1. HASll.USAHA 

1. 1. 1. 1. ... .. ....,_ 

1. 1. 1. 2. Ost ••••••.•.•••••..•• 
- 

1. 1. 2. HASILASET 
- 

1. 1. 2. 1. Ost •.•••••••.••••.•• > .-, - 
- 

1. 1 . •• SWADAYA. PARTISIPASI & GOTONG ROYONG 
' 

/.<.�)- 1. 1 • •• 1. Ost ••••••••••••••••• 
......., 

1. 1. •. LAIN.t.A.IN PENDAPATAN ASU DESA YANG SAH 

'" =�- - 1. 1 . •• 1. Ost •..••.....••.• ,- 

' � PENOAPATAN TRANSFER 
. 

/> 

• •  -· 

1. 2, 1. DANA OESA DARJ AP8N ' 

1. 2. 1. 1. Ost •••••••••••••••••• 

r-:r.-1. 2. OST ....••.••.•••..••• 

- -- --- 

- - 

1 • •• PENOAPATAN LAIN-LAIN 

1. 3. 1. OST ••••••.••••••••••••• 



2. B E L A N J A  

2. 1. BIOANO PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

2. 1. 1, PENGHASIIAN TETAP & TUNJANQAN 

2. 1. 1. 1 Belani.:11 ftlll1awal 

2. 1. 1. 1 01. Pe hasllan Tetao dan Tun n 

2. 1. 1. 1 01. 01. Ost ...................... 

2. 1. 2. ORAN 

2. 1. 2. 2 ,.11..Jasa 

2, 1. 2. 2. 01. n Pakal Habl& 

2. I. 2. 2 01. 01. Ost ..•..•...••.•••.....•..•• 

2. 2. BIOANG PElAKSANAAN PEMBANGUNAN CESA 

2. 2. 1. UNAN JALAN PEMUKIMAN 

2. 2. 1. 3. 

2. 2. 1. 3. 01. .. ................... 

2. 2. I. 3. 01. 01. Betanla >Aodal ....................... 

2. a, DST •••••••••••••••••••••••••• 

SURPLUS! IDEFJSm ••• 

•• P E M B I A Y A A N  

3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3. 1. 1. NGAN ANGGARAN ISILPAt 

SEBELUMNYA 

3. 1. 1. 1. 
3. 1. 1. 1. 

3. 1. 2. PENCAIRAN DANA CADANGAN 

3. 1 . a, HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN 

3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

3. 2. 1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

3. 2. 2. PENYERTAAN MODAL DESA 

SALDOKAS ••••••••• 

I, 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  20. 

KEPAlADESA 

................................. 



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER KEDUA 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

REAUSASI 
KOOE REKENING 

U R A I A N  JUMLAH ANGGARAN (Rp) SEMESTER LALU SEMESTER INI 
SO. SEMESTER 

% SISA ANGGAFU 
INI 

1 2 
' • 5 • 

1 2 

' • 5 • 7 8 

1. PENOAPATAN 

1. 1. PENDAPATAN ASU CESA 

1. 1. 1. HASILUSAHA 

1. 1. 1. 1. HasUBumdH 

1. 1. 1. 2. Ost .................. 

1. 1. 2. HASILASET 

. � 
1, 1. 2. 1. Ost ...•.........•... ,.- ..... 

:-... �, 

1. 1. 3. SWADAYJl PARTISIPASI & GOTONG ROYONG 

· e  -  

1. 1. ,. 1. Ost •.•.•.•......•..• , ..... 

§;; ....... ... 
1. 1. •• LAIN-LAIN PENDAPATAN ASU CESA YANG SAH 

1. 1. •• 1. Dst ................. 

� 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER 

\\ 
1. 2. 1. DANA CESA DARI APBN ' I 

1. 2. 1. 1. Ost .................. 

1. 2. 2. DST ••...•••.•.•••..•. 

1. 3. PENDAPATAN LAIN-LAIN 

-- 
1. 3. 1. DST ••••...•.••..•.•.••• 

·- 

-- -·-- 



2. B E L A N J A  

2.  1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

2. 1. 1. PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN 

2. 1. 1. 1 Belanla -awal 

2. 1. 1. 1 01. Pcnahasllan Tet:n, dan Tunlanqan 

2. 1. 1. 1 01. oi, Dst ...................... 

2. 1. 2. OPERASIONAL PERKANTORAN 

2. 1. 2. 2 Belanla Barana & Jasa 

2. 1. 2. 2. 01. Bclanla Bahan Pakal Habls 

2. 1. 2. 2 01. 01. Ost ......................... 

2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CESA 

2. 2. 1. NAN JALAN PEMUKIMAN 

2. 2. 1. 3. Modal 

2. 2. 1. 3. 01. Modal ••••••••••••••••••••• 

2. 2. 1. 3. 01. 01. Belania Modal ....................... 

2. 3. DST •••••••••••••••••••••••••• 

SURPLUS/ EFIS11J •••• 

3. P E M B I A Y A A N  

3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3. 1. 1. PERHITUNGAN ANGGARAN {SILPA) 

RAN SEBELUMNYA 

3. 1. 1. 1. tan 

3. 1. 1. 1. a 

3. 1. 2. PENCAIRAN DANA CADANGAN 

3. 1. 3. HASIL PENJUALAN KEKAYAAN CESA YANG DIPISAHKAN 

3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

3. 2. 1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

3. 2. 2. PENYERTAAN MODAL DESA 

SALDOKAS . . . . . . .  

KEPALADESA 



FORMAT REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

KODE REKENING 
R � .6 1  I R .A R I  

U R A I A N  ANGGARAN 
BULAN LALU BULAN IN! SID BULAN IN ·� SISA ANGGARAN 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 • 
, 

• 

1. PENOAPATAN 

1. 1. PENOAPATAN ASU CESA 

1. 1. 1. HASILUSAHA 
1. 1. 2. OST •••••••••.••.•••.••.....•..•••. 

- ........... 

� - 

1. 2. PENOAPATAN TRANSFER 

'RS 
1. 2, 1. DANA CESA DARI APBN ./..., ""-.: --  

1. 2. 2. DST ............•..•....•..... _ --� � 
1. ;;J, PENOAPATAN LAIN-LAIN - � '  
1. 3. 1. HIBAH & SUMBANGAN DARI Pl KETIClA YA SIFATNYA TIOAK MENGIKAT 
,. 3, 2. OST ••.••••••••.••••••••••.•••.••. ,, 'I 

I 

� JUMLAH PENOAPATAN 

2. B E L A N J A  

2. 1. BIOANG PENYELENGGARAAN PEMERINT CESA 

2, 1. 1. PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN 

2. 1. 2. OST··············-····· 

2. 2. BIOANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN uESA 

2. 2. 1, OST •••.•••••.••..•••.•.•• 



KOOE REKENING 
R F A l J S II G I  

U  R A I A N  ANGGARAN 
BULAN LALU BULAN INI SID BULAN IN 

" 
SISA ANGGARAN 

1 2 3 • • 6 

1 2 3 • • • 7 • 

2. 3. BIOANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 

2. 3. 1. DST •.•••••.••.•••••••••• 

2 . •. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

2. •• 1. DST •.••.••••••••••••• 
- 

(� 
2. s. BIDANG TAK TERDUGA 

2. s. 1. 09T .................. 

.,,, ' �, 

JUMLAH BELANJA .:",. 

-'>..'-....,. 
SURPLUS I =�sm .... ) 

�-.... 

3. P E M B I A Y A A N  '�} 
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN \" n 

' 
..., 

3. 1. 1. DST •••••••...••••••• 

3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

3. 2. 1. DST ••.........•..... 

JUMLAH PEMBfYAN 

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  20 . 

KEPALA DESA 

1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I  1 1 1 1  I  I' 0 I I! 1 1 11 1  

ll'�RlffaOGWl-l-��ll'f·7---IL_/_l_l_ 



PAGU DANA DESA Rp ...............................•. 

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 
SEMESTER ...••...••• TAHUN ANGGARAN 2018 

PEMERINTAH DESA •••••..•.••••••••••.•. 
KECAMATAN ••••••.••••••••••••••.••..•• 

KABUPATEN ···-·-················-· 

URAIAN 

1. PENDAPATAN 

DANADESA 

PENERIMAAN 
(Rupiah) 

PENGELUARAN 
(Rupiah) 

SISA 
(Rupiah) 

1 Tahap I 

2. BELANJA 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

1. Pembangunan Jalan Permukiman 

DST .................•.•......... 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

1. kegiatan . 

DST •••.••.•.••••.•.........•.... 

Jumlah 

Rp 

Rp - Rp 

Disetujul oleh, 

Rp 

2017 

Bendahara Oesa KEPALA DESA . 



KEP ALA DESA . 

KABUPATEN LUWU UTARA 

PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA , 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran ; 

1 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1359); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49 /PMK.07/2016 
tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478); 



14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
199/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian 
Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 343); 

16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor . . . .  Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran 
Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2017 Nomor . . .  ); 

17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor . . .  Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Dana 
Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 
Nomor . . . .  ); 

18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor . . .  Tahun 2018 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2018 Nomor . . . .  ). 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

dan 

KEPALA DESA . 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAW ABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 20 . 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
. . . . . .  dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa Rp . 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
, Rp . 

b. Bidang Pembangunan Rp . 
c. Bi�i,i.ng Pembinaan Kemasyarakatan Rp . 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp . 
e. Bidang Tak Terduga Rp . 
Jumlah Belanja Rp . 
Surplus/Defisit Rp . 

= = = = = = = =  



3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

Pasal 2 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
= = = = = = = =  

Uraian lebih lanjut mengenai basil pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran , 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahlan dengan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa ini 
diundangkan. 

Pasal 3 
mulai berlaku pad a tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Desa . 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

KEPALA DESA . 

Diundangkan di . 
pada tanggal . 

SEKRETARIS DESA . 

LEMBARAN DESA TAHUN NO MOR . 



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 
DESA . 

KECAMA TAN . 

Alamat : . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . .  

BERITA ACARA 

NOMOR : (Nomor Desa) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Nomor BPD) 

Pada hari ini tanggal bulan . 
tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1 .  :  Kepala Desa , dalam ha! ini bertindak untuk 
dan atas nama Pemerintah Desa. . . . . . .  yang 
beralamat di . . . .  ,  selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK PERTAMA. 
Ketua BPD . 
W akil Ketua BPD . 
Sekretaris BPD . 
Dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama 
BPD Desa . . . . .  selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK KEDUA 

Menyatakan bahwa: 
1 .  PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan 

Desa tentang Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 20 . . .  yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan 
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan 
yang merupakan lampiran BERITA ACARA IN!. 

2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan 
koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan catatan dalam 
lampiran BERITA ACARA ini. 

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa kepada BUPATI untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) 
hari kerja setelah penandatangan BERITA ACARA ini. 

Demikian BERITA ACARA ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak 
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . 

. . . . . . . . . . . .  ,  20 . 

2 : 

3 : 
4 : 

KE PALA DESA . KETUA BPD . 

WAKIL KETUA BPD . 

SEKRETARIS BPD . 

ANGGOTA BPD . 

1 . 

� • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 dst 



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . • 

..J.-_ 

KODE REKENING 
U R A I A N  ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH KURANG (RP) KET 

1 2 3 4 5 6 

A B c D E F• D +  E  

1. PENDAPATAN 

1. 1. PENDAPATAN ASLI DESA 

1. 1. 1. HASILUSAHA 

1. 1. 1. 1. Hasll Bumdes 

1. 1. 1. 2. Ost .................. 

1. 1. 2. HASILASET 
.., 

1. 1. 2. 1. Ost ....•...•••••.••. ">-., 

��- 1. 1. 3. SWADAYA. PARTISIPASI & GOTONG ROYONG 

' -· 1. 1. 3. 1. 0,1 ................. I:< - 
--"' .... 

1. 1. 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI CESA YANG SAH � 

,.� 1. 1. 4. 1. 0,1 ................. 

is» 1. 2. PENDAPATAN TRANSFER 
I ... n 

1. 2. 1. DANA DESA DARI APBN "l 

1. 2. 1. 1. 0,1 .................. 

1. 2. 2. DST •••••.•.•••••••••• 

1. 3. PENOAPATAN LAIN-LAIN 

1. 3. 1. DST •••••••••••••••••••• 

2. B E L A N J A  

2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

2. 1. 1. PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN 

2. 1. 1. 1 Bel1nla -awal 

• 



2. 1. 1. 1 01. Penahasilan Tetao dan Tunlanaan 

2. ,. 1. 1 01. 01. Ost . . . . . . . . . ••• . . . . • . . . . .  

2. 1. 2. OPERASIONAL PERKANTORAN 

2. 1. 2. 2 Belanla Barana & Jasa 

2. 1. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habls 

2. 1. 2. 2 01. 01. Ost ........•....•........... 

2. 2, BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

2. 2. 1. PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN 

2. 2. 1. 3. Belanja Modal 

2. 2. 1. 3. 01. Belanla Modal ..................... 

2. 2. ,. 3. 01. 01. Belanla Modal ....................... 

2, 3. DST •••••••••••••••••••••••••• 

SURPLUS I (DEF/5111 •••• 

3. P E M B I A Y A A N  

3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

3. 1. 1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPAJ 

TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 

3. 1. 1. 1. SiLPA Pendapatan 

3. 1, 1. 1. SiLPA Belanla 

3. 1. 2. PENCAIRAN DANA CADANGAN 

3. 1, 3. HASIL PENJUALAN KEKAYAAN OESA YANG DIPISAHKAN 

3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

3. 2. 1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

3. 2. 2. PENYERTAAN MODAL DESA 

SALDO KAS •••.••••• 

.. , 20 . 

KEPALA DESA 

. . . .. .... . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . ...  



LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAI DENGAN 31  DESEMBER 20 . . .  

URAIAN TAHUNN TAHUN N-1 
(Tahun Periode (Tahun 

Pelaporan] Sebelumnyal 

I. ASETDESA 
A. ASETLANCAR 

1.  Kas Desa 
a. Uang kas di Bendahara Desa 
b. Rekening Kas Desa 

2. Piutang 
a. Piutang Sewa Tanah 
b. Piutang Sewa Gedung 
c. dst ...... 

3. Persediaan 
a. Kertas Segel 
b. Materai 
c. dst ...... 

JUMLAH ASET LANCAR 

B. ASET TIDAK LANCAR 

1.  lnvestasi Permanen 
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

2. AsetTetap 
- Tan ah 
- Peralatan dan Mesin 
- Gedung dan bangunan 
- Jalan, Jaringan dan lnstalasi 
- dst .. . . . . .  

3. Dana Cadangan 
- Dana Cadangan 

4. Asel tidak lancar Lainnya 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 
JUMLAHASET (A +BJ 

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
JUMLAH KEW AJIBAN JANG KA PEND EK 

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH{ I - I I  l  

. . . . . . . . . . . . . . .  '  .  

KEPl}LA DESA . 



' / 

. ', 

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

Tanggal 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

No. 
Jenis Lokasi Rincian 

Volume Satuan 
Sumber Jumlah 

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dana (Rp) 

Sub Total.Jenis Kegiatan . 

{1) . .  .. Ro . 

Sub Total,Jenis Kegiatan 
(21 Ro. 

Sub Total Jenis Kegiatan 
(3) 

. . .. 
Ro . 

. . 

Sub Total (4) . Rp . 

Total n s/d 41 Ro • 

. . . . . . . . . . . . . . . ' . 

KEPALA DESA . 

- 1 - 



---IIIIIIIP',.. ___...,.. __ 

-- 

Penjelasori tabel: 

1. Aset desa adalah baranq milik: desa yang berasal dari kekayaan asli 
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

2. Uang kas adalah uang milik: Pemerintah Desa, baik: yang disimpan di 
Bendahara Desa maupun di rekening kas desa. 

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak: yang mengelola 
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan 
akari dilunasi dalam uiaktu paling lama 1 {satu) tahun anggaran sejak 
ditetapkannya kerjasama tersebut. 

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah 
desa yang dinilai dengan uang baik: berupa uang kertas maupun surat 
berharqa dalam periode normal, antara lain kertas segel, maierai, 
deposiio, giro. 

5. Aset Desa tidak: lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan 
aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung 
dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikari untuk menampung 
kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh 
Pemerintah. 

8. Kekayaan bersih adalah selisih aniara aset dan kewajiban pemerintah 
des a. 

Catatan: 

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada 
pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman. 


